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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut : 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif A tidak dilambangkan  
ب ba B Bc 
ت ta T Tc 
خ ṡa ṡ es (dengan titik di atas 
ج jim J Je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ kha K ka dan ha 
د dal D De 
ذ zal Z zet (dengan titik di atas) 
ر ra R Er 
ز zai Z Zet 
س sin S Es 
x 
 
 
 
ش syin S es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ apostrof terbalik 
غ gain G Ge 
ف fa F Ef 
ق qaf Q Qi 
ك kaf K Ka 
ل lam L El 
و mim M Em 
ٌ nun N En 
و wau W We 
ھ ha H Ha 
ء hamzah „ Apostrof 
ي ya Y Ye 
xi 
 
 
 
 
Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. 
Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
َ ا Fathah a A 
َ ا Kasrah i I 
َ ا ḍammah u U 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َي fatḥah dan yā‟ Ai a dan i 
 َو fatḥah dan wau Au a dan u 
Contoh : 
  َفْي  ك : kaifa 
  َلْى ھ : haula 
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3. Maddah  
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
...ي ََ|ا ... Fathah dan alif atau ya‟ A a dan garis di atas 
ي Kasrah dan ya‟ I i dan garis di atas 
 َو Dammah dan wau U u dan garis di atas 
Contoh  
 َتا  ي: mata 
ًَ  ي  ر : rama 
ََْمْي ق : qila 
َ َتْى  ً  ي : yamutu   
4. Tā’ marbūṫah 
Transliterasi untuk tā‟ marbūṫah ada dua, yaitu: tā‟  marbūṫah yang hidup 
Ta‟marbutah yang  hidup  (berharakat  fathah,  kasrah  atau  dammah) dilambangkan 
dengan huruf "t". ta‟marbutah yang  mati (tidak berharakat) dilambangkan dengan 
"h".  
Contoh:  
َ َلَ  فْط لأْا  َة  ض  و  ر : raudal al-at fal 
ََ ة ه  ضَا فنْا  َة ُْيَ  د  ً ْن ا : al-madinah al-fadilah 
ة  ً ْك  حْن ا        : al-hikmah 
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5. Syaddah (Tasydid) 
Tanda  Syaddah  atau  tasydid  dalam  bahasa  Arab,  dalam  transliterasinya 
dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi 
tanda syaddah tersebut. 
Contoh:  
ا َُّب  ر: rabbana 
ا ُْي َّج َ: najjainah 
6. Kata Sandang 
Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan sesuai  
dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) diganti dengan 
huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.  
  Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya. 
Contoh: 
َ ة ف  سْه فْن ا: al-falsafah 
 َد لا بْن ا: al-biladu 
7. Hamzah  
Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 
ditransliterasikan  dengan  apostrop.  Namun,  itu  apabila  hamzah  terletak  di tengah  
dan  akhir  kata.  Apabila  hamzah  terletak  di  awal  kata,  ia  tidak dilambangkan 
karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
1. Hamzah di awal 
َ َتْر  ي أ : umirtu 
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2. Hamzah tengah 
 ٌَ ْو  ر  ْيأ ج: ta‟ muruna 
3. Hamzah akhir 
 َءْي  ش: syai‟un 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia          
Pada dasarnya setiap kata, baik fi„il, isim maupun huruf, ditulis 
terpisah.Bagi  kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  
sudah lazim  dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  yang 
dihilangkan,  maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa dilakukan 
dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 
Contoh:  
Fil Zilal al-Qur‟an 
Al-Sunnah qabl al-tadwin 
 
9. Lafz al-Jalalah (ه لالَّ ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
ََ َّالََّ  ٍ ْي  د Dinullahا بههَّنا billah 
Adapun ta‟ marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-jalalah,  
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
Contoh: 
َْى ھَََ َّالََّ ة  ً ْح  رَْي فHum fi rahmatillah 
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10. Huruf Kapital     
Meskipun  dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi ini  huruf  kapital  dipakai.  Penggunaan huruf  kapital  seperti  yang 
berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf 
awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang  
ditulis  dengan  huruf  kapital  tetap  huruf  awal  dari  nama  diri  tersebut, bukan 
huruf awal dari kata sandang. 
Contoh:  Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur‟an 
     Wa ma Muhammadun illa rasul 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
Swt.  = subhānahū wa ta„ālā 
Saw.  = sallallāhu „alaihi wa sallam 
a.s.  = „alaihi al-salām 
H  = Hijrah 
M  = Masehi 
SM  = Sebelum Masehi 
l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
QS .../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali „Imrān/3:4 
HR  = Hadis Riwayat 
 
 
 
 
 
xvi 
 
ABSTRAK 
Nama     : Ibnu Hamdun 
NIM    : 10100114105 
Jurusan : Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan 
Judul     : Tinjauan Hukum Islam Tentang Dampak Poligami Terhadap Istri di 
Kabupaten Gowa ( Studi Kasus Tahun 2016 - 2018 ) 
  Praktik poligami diperbolehkan dalam Islam. Tetapi pembolehan itu diberikan 
sebagai suatu pengecualian. Pembolehan diberikan dengan batasan – batasan yang 
adil, berupa syarat – syarat dan tujuan yang mendesak. Syarat dan prosedur tertentu 
bertujuan agar praktik poligami dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu 
membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Sehingga tidak terjadi 
salah pengertian terhadap arti poligami itu sendiri. 
Jenis Penelitian ini termasuk penelitian Kualitatif, Pendekatan yang digunakan 
adalah pendekatan Normatif yaitu pendekatan masalah yang berpedoman pada 
aturan-aturan di dalam kompilasi hukum islam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 
tentang perkawinan serta para tokoh maupun masyarakat yang berkaitan dengan 
dampak poligami untuk mengambil kasus dari tahun 2016-2018. Sumber data yang 
digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 1) Data primer, Yaitu data yang diperoleh 
langsung dari sumber pertama dengan cara observasi dan wawancara dengan 
masyarakat. 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumentasi dan data 
pendukung yang diperoleh melalui studi kepustaka untuk melengkapi data data 
primer yang bersumber dari buku-buku, serta dokumen-dokumen lainya, yang 
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumen.  
Hasil penelitian menunjukkan, bahwa yang menyebabkan terjadinya poligami  
yaitu: tidak adanya keturunan sehingga istri tidak dapat mengandung, dan pihak 
suami ingin memiliki keturunan tetapi istri tidak mampu mengandung dikarenakan 
tidak subur . Dampak poligami terhadap istri pertama yaitu: istri pertama akan merasa 
bahwa dia kurang diberi perhatian dari suami karena adanya istri kedua dari hasil 
poligami suami, merasa bahwa tindakan suami tidak adil dan lebih berpihak dengan 
istri keduanya.  
Implementasi dari penelitian ini adalah antara suami dan istri bila ingin rumah 
tangganya sakinah, mawaddah warahmah mereka harus saling menyayangi, saling 
menghargai, saling menasehati dan saling introfeksi diri. Bila istri tidak dapat 
mengandung anak maka suami harus mampu memberikan motifasi kepada istrinya 
bahwa suatu saat mereka akan mempunyai keturunan, tetapi bila tak kunjung diberi 
keturunan maka poligami merupakan alternatif untuk seorang untuk Melanjutkan 
keturunan dan suami harus meminta izin kepada istri untuk menikah lagi dengan  
syarat suami harus berbuat adil kepada istri-istrinya. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A.  Latar  Belakang masalah 
Poligami merupakan masalah yang kontroversial dalam islam para ulama 
ortodoks berpendapat bahwa poligami adalah bagian dari syariat Islam dan karenanya 
pria boleh mempunyai istri hingga empat. Di pihak lain kaum modernis dan pejuang 
hak-hak asasi wanita berpendapat bahwa poligami diperbolehkan hanya dalam 
kondisi tertentu dengan persyaratan ketat berupa keadilan bagi semua istri. Menurut 
kaum modernis, pria tidak bisa begitu saja mengambil lebih dari satu istri hanya 
karena dia menyukai wanita-wanita lain atau jatuh cinta dengan kecantikanya.1 
Meskipun poligami telah dilegalkan oleh islam, akan tetapi bukan berarti tidak 
diwajibkan kepada seluruh umatnya. Karena orang yang berpoligami jarang yang 
mampu membebaskan diri dari kedzaliman yang diharamkan. Orang yang 
berpoligami perlu untuk memikirkan hal tersebut secara bersungguh-sungguh agar 
terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.2 
Menurut Rasyid ridha, sebagaimana yang dikutip oleh masyfuk zuhdi, bahwa 
islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko/mudharat dari pada 
manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri 
hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar 
tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligami. Dengan demikian, 
poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik 
                                                          
1Fikri Abu, poligami yang tak melukai hati,(Bandung PT Mizan Pustaka, 2007), h.68. 
2Rasyid Muhammad Ridha, Pengertian Islam terhadap Wanita,(Bandung: Penerbit Pustaka, 
1986), h.55.  
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antara suami dengan istri-istri dan anak-anak dari istri-istrinya, maupun konflik antara 
istri beserta anak-anaknya masing-masing.3 Dari berbagai kutipan di atas jelas bahwa 
poligami merupakan pintu darurat yang di anjurkan Islam apabila dibutuhkan pada 
saat tertentu, kemudian semua itu jika mampu berlaku adil dan tidak melakukan 
penyelewengan. 
Adapun Ayat yang sering dipakai untuk menjelaskan kebolehan ini adalah 
firman Allah SWT Q.S. An-nisa/4 : 3. 
َ َ ََ    َ َ   َ  َ َ َ ََ  َ َ  َ ََ
َ   ََ  َ   َ َ َ   َ   ََ َ  ََ  َ 
Terjemahnya: 
          “dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) 
perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya) maka nikahilah perempuan 
(lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir 
tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba 
sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak 
berbuat zalim.”4 
Pada dasarnya ayat tersebut adalah ayat yang menjelaskan tentang seseorang 
yang merawat anak yatim (menjadi walinya), dan menikahinya kemudian ditakutkan 
akan adanya ketidakadilan terhadap hak-hak yang dimiliki anak yatim tersebut, maka 
seorang wali atau orang yang menikahi anak yatim disuruh untuk menikahi orang lain 
(berpoligami), dengan harapan harta anak yatim yang sudah dinikahi tersebut tidak 
diselewengkan. Hal ini sesuai dengan beberapa sebab-sebab turunnya ayat tersebut, 
ayat tersebut turun dikarenakan ada beberapa sahabat yang menikahi anak yatim akan 
                                                          
3
 Abd. Rahman Ghazali,  Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2006), h.130. 
 
4
 Kementrian Agama RI, al-Qur'an dan terjemahnya, Edisi Revisi ( Jakarta: jatinegara-jakarta: 
2007), h. 78. 
3 
 
 
 
tetapi dalam hal nafkah dan kontribusi harta milik anak yatim tersebut suami tidak 
berlaku adil.5 
Selain alasan di atas, Syaikh al-Zamakhs ârî dalam karyanya menjelaskan 
bahwasanya ayat tersebut turun dikarenakan untuk membatasi jumlah isteri. 
Pembatasan ini bertujuan untuk menanggulangi adanya ketidakadilan terhadap isteri, 
apabila isteri terlalu banyak.6 
Kemudian pada ayat 129 surah an-nisa juga menjelaskan tentang poligami 
yaitu: 
 
Q.S. An-nisa/4 : 129  
                                    
                                 
Terjemahnya: 
          “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), 
walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu 
terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang 
lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara 
diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang.”7 
Sikap adil yang dituntut dari seorang suami adalah adil dalam jatah bermalam, 
adil dalam memberi nafkah dan pakaian. Di sini yang dituntut bukanlah adil dalam 
kecenderungan hati, sebab manusia tidak mampu menyamakan kecenderungan 
                                                          
5Mu ammad „Ali al-S âbûnî, Rawai‟u al-Bayân, (Jakarta: Dâr al-Kutûb al-Islâmiyyah, 1999), 
vol. I, 298. 
6
 Ma mûd bin „Umar bin Mu  ammad al-Zamakhsarî, Tafsîr al-Kashshâf, (Beirut: Dâr   Kutûb 
al-„Ilmiyya , 2006), Vol. I, 457. 
 
7
 Kementrian Agama RI, al-Qur'an dan terjemahnya, Edisi Revisi ( Jakarta: jatinegara-jakarta: 
2007), h. 100. 
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hatinya. Jelas bahwa mafhûm mukhâlafah (makna sebaliknya) dari penggalan kedua 
di atas ialah: “Berbuat adillah engkau di antara mereka agar mereka tidak terkatung-
katung”, karena lawan dari “Jangan terlalu condong (jangan berat sebelah)” adalah 
“Berlaku luruslah (berlaku adillah)”. 
Jika demikian, bahwa makna “adil” pada penggalan pertama, bukan makna 
“adil” pada penggalan kedua. Sebab jika diartikan sama, tentu akan menimbulkan 
makna kontradiktif, karena ayatnya akan berbunyi: “Dan kamu sekali-kali tidak akan 
bisa berkalu adil terhadap isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat 
demikian, maka berlaku adillah.” 
Berlaku adil Terhadap istri - istri pada kenyataannya memang sangat sulit 
apalagi saat akan  mendapatkan izin istri untuk beristri lagi dengan dalih darurat, 
maka pada saat berunding dan membahas dengan istri apapun hasil keputusannya 
maka suami harus bijaksana dengan hasilnya, adapun diizinkannya berpoligami 
dalam keadaan darurat antara lain: 
1. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri yang mandul. 
Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun tidak dapat 
menjalankan tugasnya sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit 
yang tidak dapat disembuhkan. 
2. Untuk menyelamatkan suami yang Prostad dari perbuatan zina dan krisis akhlak 
lainnya. Data-data statistik menunjukkan bahwa di beberapa negara barat yang 
melarang poligami mengakibatkan merajalelanya prostitusi yang berakibat pula 
lahir anak-anak tanpa status orang tua yang sah dan jelas akibat pezinaan yang 
cukup tinggi. 
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3. Untuk menyelamatkan wanita dari krisis akhlak yang tinggal dinegara atau 
masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum laki-laki.8 
Islam sebagai agama yang samawa terakhir yang turun ke dunia, dalam aturan 
perawinan tidak bisa luput dari pengaruh agama sebelumnyaa. Syari‟at  Nabi Musa as 
membolehkan seorang laki-laki kawin tanpa batas tertentu. Karena saat kelahiran 
musa, setiap bayi laki-laki pasti dibunuh. Otomatis ketika Nabi Musa as dewasa dan 
telah menerima tugas risalah, jumlah seorang laki-laki dan perempuan tidak 
seimbang lebih banyak perempuannya.  Jadi wajar jika syari‟atnya demikian. 
Kemudian datang  syari‟at Nabi Isa as yang membatasi perkawinan hanya pada satu 
isteri saja. Hal ini dilakukan karena terjadi perubahan komposisi masyarakat waktu 
itu, dari banyak wanitanya menjadi sedikit. Lalu islam datang mengompromikan 
keduanya. Artinya, asal dapat berlaku adil, bolehlah laki-laki menikah lebih dari satu 
tetapi ada batasnya. Empat saja , tidak boleh lebih.9 
 Sekiranya harus diketahui terlebih dahulu perkawinan itu sendiri yang 
termuat dalam hukum perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang 
pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Oleh karena itu,  pengertian perkawinan dalam ajaran Agama Islam mempunyai nilai 
ibadah dan tentunya itu adalah sunnah nabi salah satunya yaitu dengan tujuan agar 
berkembangnya umat Islam.  
                                                          
 
8Giptiah, Fikih Kontemporer, (Jakarta:Prenadia Group: Cet-1, 2016), h. 150 
 
9Abu Yasid. LL. M., Fiqh Realitas. (Cet:1, Yogyakarta: 2005), h. 344-345. 
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           Berdasarkan Pemaparan  diatas, terkait dengan fenomena poligami di 
Indonesia, lebih khususnya lagi pada masyarakat di kabupaten Gowa, maka penulis 
sangat tertarik untuk melakukan penelitian dan kemudian menyusunnya ke dalam 
sebuah Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Dampak Poligami 
Terhadap Istri di Kabupaten Gowa ( Studi Kasus Tahun 2016 - 2018 )”. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus penelitian 
 Adapun  yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu : 
a. Tinjauan  
b. Hukum  Islam 
c. Poligami 
2. Deskripsi fokus 
Untuk lebih terarahnya penelitian ini dan untuk tidak menimbulkan kekeliruan 
dalam menginterpretasikannya, maka yang menjadi deskripsi fokus dalam penelitian 
ini yaitu: 
1. Pengertian tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia "Tinjauan adalah 
Pandangan atau pendapat dalam suatu pengetahuan seperti (sesudah 
menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya)". 
2. Hukum Islam menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peraturan dan 
ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-quran dan 
hadist. 
3. Poligami menurut Bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu 
pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya diwaktu yang 
bersamaan. atau seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang dapat 
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diperbolehkan apabila para pihak yang bersangsutan dan Pengadilan Agama 
memberi izin (Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974). 
C.  Rumusan Masalah  
       Berdasarkan Uraian Latar Belakang di atas Adapun yang menjadi Pokok  
masalah dalam penelitian ini dikemukakan dengan beberapa alasan yang akan diteliti 
yaitu sebagai berikut: 
3. Apa yang menyebabkan terjadinya poligami ? 
4. Apa dampak Poligami terhadap Istri pertama.? 
5.  Bagaimana pengaruh KHI Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 
1975 tentang Praktek Poligami Dikabupaten Gowa ?  
D. Kajian Pustaka 
  Dalam Kajian Pustaka ini, Masalah Poligami sebenarnya telah banyak di tulis 
secara teoritis di dalam literatur. setelah menelusuri berbagai referensi yang berkaitan 
tentang pembahasan ini, dan penulis menemukan beberapa buku,yaitu: 
1. Drs.H. Muhammad Yahya, M.Ag, Poligami dalam perfektif Hadis Nabi Saw, 
Tahun 2013 Buku ini memusatkan pembahasanya pada Hadist-Hadist Nabi 
dan berbagai tinjauan tentang poligami yang dilakukan oleh  Rasullah saw 
dan juga poligami sesuai dengan hukum yang berlaku di indonesia. dalam 
buku ini merupakan bagian dari jawaban terhadap pencelaan oleh para 
orientalis terhadap praktek poligami Rasulullah saw. yang meliputi 
perbandingan antara pandangan orientalis dan ulama tentang poligami, serta 
hadist hadist yang berkaitan dengan keadilan Rasullah saw terhadap istri 
istrinya yang meliputi adil sejak pemberian mahar sampai pada pemberian hak 
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hak istri.10 Perbedaannya, dalam penelitian yang di lakukan penulis yaitu 
berusaha menjelaskan tentang bagaimana  dampak poligami terhadap istri 
yang di madu di wilayah kabupaten Gowa dengan menggunakan pendekatan 
normatif-yuridis.  
2. Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag, Poligami dalam hukum islam dan 
perundang undangan di Indonesia, tahun 2011. buku ini memusatkan 
pembahasanya pada poligami dalam islam dan perundang-undangan di 
Indonesia. dalam buku ini dipaparkan secara komprehensif apa yang 
dimaksud dengan poligami, sejarah dan tujuan poligami, dipaparkan pula 
prospektif pelaksanaan poligami dalam hukum islam dan peraturan 
perundang undangan perkawinan di Indonesia.11 Perbedaanya, dalam 
penelitian yang dilakukan penulis yaitu ingin menjelaskan tentang dampak 
poligami masa kini terhadap istri pertama. 
3. Drs. M. Thahir Maloko, M.H.I, Dinamika Hukum dalam Perkawinan, Tahun 
2012 dalam buku ini memaparkan tentang berbagai macam hukum dalam 
perkawinan termasuk tentang aturan kewajiban suami istri dalam poligami.12 
Sedangkan yang menjadi perbedaan penulis dalam penelitiannya yaitu 
tentang dampak poligami terhadap istri pertama dan perkembangan anak. 
 
                                                          
10
 Muhammad Yahya,  Poligami Perfektif Hadist Nabi SAW, (Cet. I;Makassar: Alauddin 
University Press, 2013) 
11
 Muhammad Saleh Ridwan,  poligami dalam hukum Islam dan perundang-undangan di 
Indonesia,  tahun (Cet.1 ; Samata : alauddin University Press, 2011) 
12
 M.Thahir Maloko, Dinamika Hukum Dalam Perkawinan, (Cet. I;Makassar: Alaauddin 
University Press, 2012) 
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E.Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
 
      Pencapaian tujuan penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui Penyebab terjadinya poligami. 
2. Untuk mengetahui dampak poligami terhadap istri pertama. 
3. Untuk mengetahui bagaimana Tanggapan pelaku Poligami tentang Pasal 40 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dikabupaten Gowa. 
Adapun kegunaan penelitian ini yang di harapkan oleh peneliti  adalah sebagai 
berikut: 
 Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kajian Hukum, sehingga dapat 
dijadikan acuan penulisan karya ilmiah khususnya Tinjauan Hukum Islam Tentang 
Dampak Poligami Terhadap Istri di Kabupaten Gowa (Studi Kasus 2016-2018).  
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Pengertian Poligami 
  Sebagaimana dikemukakan oleh banyak penulis, bahwa poligami itu berasal 
dari bahasa Yunani, kata ini merupakan penggalan dari kata Poli atau Polus yang 
artinya banyak, dan kata Gamein atau Gamos yang berarti kawin atau perkawinan. 
Maka jikalau kata ini digabungkan akan berarti kata ini menjadi sah untuk 
mengatakan bahwa arti poligami adalah perkawinan banyak dan bisa jadi dalam 
jumlah yang tidak terbatas.  
  Dalam islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, 
dengan batasan, umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. walaupun ada 
juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih dari empat atau 
bahkan lebih dari sembilan istri. poligami dengan batasan empat nampaknya lebih 
didukung oleh bukti sejarah.   
          Dalam pengertian umum yang berlaku dalam suatu masyarakat, poligami di 
artikan seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita. Menurut tinjauan Antropologi 
Sosial, pologami memang mempunyai pengertian yaitu seorang laki-laki kawin 
dengan banyak wanita atau sebaliknya. Poligami dapat dibagi menjadi dua macam, 
yaitu: 
1. Polyandri yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang 
laki-laki. 
2. Poligami yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang 
perempuan. 
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  Berkaitan dengan masalah ini, Prof. Dr. abdul Rahman Ghozali, M.A. di 
dalam bukunya tentang rasyid ridha mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh 
masyfuk Zuhdi, yaitu: 
  Islam memandang Poligami lebih banyak membawa resiko atau mudharat dari 
pada manfaat, karena manusia itu menurut fitrahnya (human nature) mempunyai 
watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak watak tersebut akan mudah 
timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligami. 
dengan demikian poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan 
keluarga, baik konflik antara suami dengan istri istri dan anak anak dari istri istrinya, 
maupun konflik antara istri beserta anak anaknya masing masing. karena itu hukum 
asal perkawinan menurut islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan 
mudah menetralisasi sifat atau watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam 
kehidupan keluarga yang monogamis. berbeda dengan kehidupan keluarga yang 
poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu,iri 
hati, atau dengki, dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu 
ketengan keluarga dan dapat pula membahayakan keutuhan keluarga. karena itu, 
poligami hanya diperbolehkan, bila dalam kedaan darurat seperti istri dalam keadaan 
mandul, sebab menurut islam anak itu merupakan salah satu dari tiga (human 
investment) yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia, yakni 
bahwa amalnya tidak tertutup berkah adanya keturunan yang saleh yang selalu berdoa 
untuknya13. dan oleh karena itu Islam tidak hanya serta merta mengizinkan 
berpoligami kecuali yang sudah ditetapkan berdasarkan ketentuan aturan atau 
perintah yang sudah ditetapkan oleh firman Allah SWT,  pada surah an-nisa Ayat 3 
                                                          
 
13Ghozali, Abdul Rahman,  Fikih Munakahat, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2003), h.130-131. 
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dan 129 yang menjelaskan batasan untuk berpoligami Terhadap Umat Nabi 
Muhammad saw. 
 Sampai kini sering menjadi sorotan khusus dikalangan pemerhati atau 
penggiat perempuan tentang poligami ini. bagi kebanyakan perempuan, poligami 
adalah sesuatu yang menakutkan dan mengganggu sehingga sering menjadi isu 
hangat di kalangan mereka. sebab poligami seringkali di pandang oleh banyak orang 
sebagai pembenaran sebagai kaum laki-laki untuk mengejar keinginanya untuk 
menikah lagi yang kemudian perempuanya itu mendapat label sedang di madu. 
walaupun kata "dimadu" ini kedengaranya sangat indah, tetapi pengakuan dari 
kebanyakan perempuan yang dimadu itu sedang terjadi gangguan rasa nyaman di 
dalam hidupnya. sehingga di kalangan perempuan yang disebutkan itu berusaha 
menjadikan poligami sebagai hal yang sebisa mungkin dijauhi dan di tentang. bagi 
kaum adam, mendengar dan menyaksikan sesama kaumnya melakukan poligami 
dianggapnya adalah hal yang biasa dan bukan hal yang aneh, apabila dianggap 
peristiwa yang istimewa yang harus diributkan, sebab tidaklah semua laki laki 
berkeinginan yang sama, dan tidak semua mempunyai niat untuk melakukannya.oleh 
karena itu berpoligami bukan menjadi pilihan di kebanyakan laki-laki14. 
Poligami bukanlah syariat baru yang diperbolehkan Islam, melainkan budaya 
lama yang dimiliki oleh bangsa Arab sebelumnya, sebagaimana yang dilakukan oleh 
Ghilan bin Salamah ats Tsaqafy dan al Harits bin Qais sebelum masuk Islam.  Hanya 
saja Islam datang untuk mengatur dan merapikan masalah poligami sehingga tidak 
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 Muhammad Yahya,  Poligami Perfektif Hadist Nabi SAW, (Cet. I;Makassar: Alauddin 
University Press, 2013), h.3-4. 
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setiap orang bisa melakukan hal ini tanpa aturan, atau hanya untuk memenuhi 
syahwatnya belaka.15 
Terkadang penulis mendapati pernyataan atau temuan hanya sebatas candaan 
di sekitar lingkungan kita biasa si suami mengatakan tertarik untuk poligami dan 
membuktikan candaan tersebut bahkan kemudian ada juga diam-diam sudah memiliki 
istri baru tampa sepengetahuan sang istri, ini merupakan dinamika poligami yang 
terjadi pada masa kini dan mungkin juga masih ada di luar sana yang melakukan 
poligami karena keadaan darurat sebagai mana yang tertera dalam syarat dan 
prosedur yang akan di terangkan selanjutnya. 
B.   Sejarah Poligami 
    1.  Poligami Pada Masa Pra Islam 
banyak orang yang salah paham terhadap poligami. mereka mengira poligami 
itu baru dikenal setelah islam. mereka menganggap islam yang membawa ajaran 
tentang poligami, bahkan ada yang secara ekstrim berpendapat bahwa jika bukan 
karena islam, poligami tidak dikenal dalam sejarah manusia. pendapat demikian 
sungguh keliru, sebab berabad-abad sebelum islam datang, masyarakat manusia 
diberbagai belahan dunia telah mengenal dan mempraktekkan poligami16. 
Poligami adalah masalah-masalah kemanusiaan yang tua sekali. Hampir 
seluruh bangsa di dunia, sejak zaman dahulu kala tidak asing dengan poligami. 
Hendaklah diingat bahwa sistem poligami merupakan sistem yang umum dilakukan 
oleh bangsa-bangsa terdahulu sebelum datangnya islam diantara bangsa-bangsa yang 
                                                          
15 Tim Almanar, Panduan Syar‟i Menuju Rumah Tangga Islami, (Bandung :Syamil 
Cipta Media, 2003), h. 102 
 
16
 Muhammad Saleh Ridwan,  Poligami dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan Di 
Indonesia ( Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h.44. 
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menjalankan praktek poligami yaitu bangsa arab jahiliyah, ibrani dan cisilia yang 
kemudian terbentuklah negara-negara yang penduduknya banyak di huni seperti 
Rusia, polandia dan masih banyak lagi negara negara pada saat itu dengan demikian 
praktek poligami tidak hanya berlaku pada saat adanya bangsa islam lahir saja bahkan 
dikalangan agama agama besar sebelum Islam lahir pun membolehkan poligami 
maupun polyandri.  
Kebanyakan sarjana sosiologi dan kebudayaan berpendapat bahwa sistem 
poligami pasti akan meluas dan bangsa-bangsa di dunia ini banyak melakukannya 
bilamana kebudayaan mereka bertambah tinggi. Jadi tidaklah benar anggapan bahwa 
poligami berkaitan dengan keterbelakangan kebudayaan. Sebaliknya poligami seiring 
dengan kebudayaan. 
Demikian kedudukan sebenarnya sistem poligami menurut sejarah. Begitu 
juga sebenarnya pendirian agama Kristen. Begitu juga meluasnya sistem poligami 
seiring dengan kemajuan kebudayaan manusia. Hal ini disampaikan bukan untuk 
mencari dalih untuk membenarkan sistem poligami ini, tetapi untuk menerangkan 
persoalan sesuai dengan tempatnya dan menjelaskan penyelewengan serta 
kebohongan sejarah dan fakta yang dikemukakan oleh orang-orang Eropa. 
    2.   Poligami Pada Masa Islam 
Poligami pada masa pra-Islam, sudah menjadi sebuah kebiasaan dan budaya. 
Maka Islam datang dengan membawa pencerahan untuk membatasi praktek poligami 
tersebut. Islam adalah agama yang mengatur tentang kemasyarakatan. Islam 
mempunyai konsep kemanusiaan yang luhur yang dibebankan kepada manusia untuk 
menegakannya dan harus disebarluaskan kepada seluruh umat manusia. 
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 Negara-negara yang maju banyak membutuhkan tenaga manusia (man 
power) untuk tenaga kerja maupun untuk keperluan pertahanan dan keamanan. di 
negara-negara yang sedang dilanda peperangan tidak jarang rakyatnya gugur di 
medan perang dan banyak janda-janda yang harus dilindungi. 
Demikian pula di beberapa negara, penduduk wanitanya lebih banyak dari 
laki-lakinya, seperti yang lazim terjadi di negara yang habis berperang. Menurut 
Alhamdani dalam bukunya Risalah Nikah : Hukum Perkawinan Islam, apabila para 
wanita dibiarkan sendiri mereka akan mudah terombang-ambing dan gampang 
terjerumus ke dalam perbuatan nista yang merusak kehidupan. Melihat perbandingan 
jumlah antara laki-laki dan wanita yang tidak seimbang, maka praktek poligami ini 
merupakan solusi untuk menjaga dan melindungi kaum wanita. 
Untuk dapat memahami makna poligami nabi secara benar, seseorang terlebih 
dahulu harus mampu memahami dan menghayati perjalanan hidup nabi Muhammad 
saw. diketahui secara luas bahwa jauh sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul 
Allah yang terakhir, figur  Nabi Muhammad saw telah dikenal dikalangan masyarakat 
Arab sebagai orang Alim dan paling jujur sehingga digelari al-Alim. berbeda dengan 
pemuda lain pada masanya, Nabi Muhammad saw. tidak terpengaruh sedikit pun pada 
tradisi dan kebiasaan masyarakat Arab yang senang meminum minuman keras, 
berjudi dan berzina17. 
Poligami pada masa Rasulullah saw, dijadikan sebagai cerminan poligami 
dalam Islam. Pada dasarnya alasan Nabi Muhammad berpoligami bersifat mulia, 
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 Muhammad Saleh Ridwan,  Poligami dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan Di 
Indonesia ( Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h.54. 
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yakni untuk menolong janda-janda dan anak yatim untuk “berjuang di jalan Allah” 
dan beliau mengamalkan monogami lebih lama dari pada poligami. 
Syekh Muhammad Abduh mengungkapkan bahwa syariat Muhammad telah 
memperbolehkan seorang lelaki untuk menikah dengan empat wanita apabila lelaki 
tersebut telah mampu berlaku adil kepada para wanita tersebut. Namun di saat 
seorang lelaki merasa ia tidak akan mampu berbuat adil maka ia hanya boleh menikah 
hanya dengan seorang wanita saja sebagaimana disebut dalam surat an-Nisa ayat 3. 
C. Batasan Poligami 
Pada dasarnya Islam membatasi Poligami ini dengan empat orang istri sesuai 
dengan dalil normatif Al-qur‟an pada surat an-Nisa : 3. Diceritakan dari Al-Qasim bin 
Ibrahim, bahwa ia pernah membolehkan menikah dengan Sembilan orang wanita. Hal 
ini berdasarkan firman Allah (an-Nisa : 3). Dia mengartikan bahwa huruf „wawu‟ 
dalam ayat itu dimaksudkan sebagai jamak. Dan karena Nabi sendiri menikah dengan 
Sembilan wanita.  
Pendapat tersebut tidak benar dan bertentangan dengan ijma‟ yang telah 
disepakati serta mengabaikan sunnah. Karena Rasulullah saw, telah bersabda kepada 
Ghailan bin Salamah ketika ia memeluk islam, sedang ia mempunyai sepuluh istri, 
„pertahankan empat saja dan ceraikan selebihnya”. Kemudian Naufal bin 
Mu‟awiyah bercerita, aku memeluk islam sedang aku mempunyai lima istri, maka 
nabi berkata: “ceraikanlah salah satu dari mereka”.  Kedua hadist tersebut 
diriwayatkan oleh Syafi‟i dalam musnadnya.  
Faqihuddin Abdul Kodir menyatakan bahwa mekanisme poligami yang 
diterapkan Nabi merupakan strategi untuk meningkatkan kedudukan perempuan 
17 
 
 
 
dalam tradisi feodal Arab pada abad ke-7 Masehi. Saat itu, nilai sosial seorang 
perempuan dan janda sedemikian rendah sehingga seorang laki-laki dapat beristri 
sebanyak mereka suka. Sebaliknya, yang dilakukan Nabi adalah membatasi praktik 
poligami, mengkritik perilaku sewenang-wenang, dan menegaskan keharusan berlaku 
adil dalam berpoligami. Ketika Nabi melihat sebagian sahabat telah mengawini 
delapan sampai sepuluh perempuan, mereka diminta menceraikan dan menyisakan 
hanya empat. Itulah yang dilakukan Nabi kepada Ghilan bin Salamah ats-Tsaqafi RA, 
Wahb al-Asadi, dan Qais bin al-Harits. Dan, inilah pernyataan eksplisit dalam 
pembatasan terhadap kebiasan poligami yang awalnya tanpa batas sama sekali. 
Teks-teks hadis poligami sebenarnya mengarah kepada kritik, pelurusan, dan 
pengembalian pada prinsip keadilan. Melihat pernyataan dan sikap Nabi yang sangat 
tegas menolak poligami Ali bin Abi Thalib RA terhadap Fatimah. Anehnya, teks 
hadis ini jarang dimunculkan kalangan propoligami. Padahal, teks ini diriwayatkan 
para ulama hadis terkemuka: Bukhari, Muslim, Turmudzi, dan Ibn Majah. 
Seperti Larangan Nabi  ketika mendengar putri beliau, Fatimah binti 
Muhammad saw, akan dipoligami Ali bin Abi Thalib RA. Ketika mendengar rencana 
itu, Nabi pun langsung masuk ke masjid dan naik mimbar, lalu berseru: "Beberapa 
keluarga Bani Hasyim bin Al-Mughirah meminta izin kepadaku untuk mengawinkan 
putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Ketahuilah, aku tidak akan mengizinkan, 
sekali lagi tidak akan mengizinkan. Sungguh tidak aku izinkan, kecuali Ali bin Abi 
Thalib menceraikan putriku, kupersilakan mengawini putri mereka. Ketahuilah, 
putriku itu bagian dariku; apa yang mengganggu perasaannya adalah menggangguku 
juga, apa yang menyakiti hatinya adalah menyakiti hatiku juga.  
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Nabi Shallallahu „alaihi Wassalam menjelaskan hal ini dengan sabda beliau: 
 َثُْ  ب  و  َ َّالََّ  لى س  رَ  ثُْ  بَ  ع  ً  حْج ج  َلا  َ َّالَّ  وَ ٍْ  ك ن  وَ،َاًيا  ر  حَ ُّم  ح
 أ  َلا  وًَلا لا  حَ  و ِّر  ح أَ  ثْس نَ ًِّ  َإ  وَ
اًد ب أ  َ َّالََّ ِّو د  ع 
Terjemahnya: 
“Sungguh aku tidak mengharamkan yang halal atau mengharamkan yang 
halal, akan tetapi demi Allah, tidak akan berkumpul putri Rasul Allah dan 
anak perempuan musuh Allah pada seorang laki-laki selamanya.” 
[HR. Muslim] 
Dalam Penafsiran hadits di atas Ibnu At-Tîn berkata: “Pendapat paling tepat 
dalam menafsirkan kisah ini adalah, bahwasanya Nabi Shallallahu „alaihi Wassalam 
mengharamkan Ali mengumpulkan putri beliau dengan anak perempuan Abu Jahal 
karena akan menyakiti beliau, dan menyakiti Nabi hukumnya haram, berdasarkan 
ijma‟. 18 
Adapun sabda Nabi Shallallahu „alaihi Wassalam: “Aku tidak mengharamkan 
perkara yang halal‟, maksudnya, dia (anak perempuan Abu Jahal) itu halal dinikahi 
oleh Ali jika saja Fatimah bukan istrinya. Adapun mengumpulkan keduanya akan 
menyakiti Nabi Shallallahu „alaihi Wassalam karena merasa tersakitinya Fathimah, 
maka hal itu tidak dibolehkan. Dan Pelarangan bukan karena “tersakitinya” Fathimah 
ra, melainkan tersakitinya Nabi Shallallahu „alaihi Wassalam lantaran tersakitinya 
Fatimah, dan umat sepakat tentang keharaman menyakiti Nabi Muhammad saw. 
dalam penjelasan ini yaitu pelarangan tersebut adalah karena poligami yang 
dilakukan Ali dengan putri Abu Jahal dari kalangan orang kafir, musuh Allah dan 
Rasulnya akan menyakiti hati Fatimah, dimana Ali telah berjanji sebelumnya tidak 
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 Muhammad Yahya,  Poligami Persfektif Hadist Nabi SAW ( Cet. I;Makassar: Alauddin 
University Press, 2013), h.85-90. 
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akan menyakiti hati Fatimah, Oleh karena itu Mengapa Nabi Sampai Menyatakanya 
langsung di depan Mimbar pada saat itu juga di karenakan apa yang akan terjadi di 
dalam keluarga Nabi Muhammad selanjutnya,  jika Demikian itu jika ternyata di 
pertemukan Anak Nabi dengan Anak Para Musuh Allah dan Rasulnya nanti. Sebab 
itu akan merusak Perkembangan Islam dan Keluarga Nabi Muhammad saw apalagi 
sudah jelas bahwa putri Abu jahal merupakan musuh Islam.   
D. Prosedur Poligami Menurut Undang Undang 
 Mengenai prosedur atau tata cara poligami yang resmi diatur oleh islam 
memang tidak ada ketentuan secara pasti. Namun, di Indonesia dengan Kompilasi 
Hukum Islam telah mengatur hal tersebut yaitu  Pasal 40 Peraturan pemerintah 
Nomor 9 tahun 1975 menyebutkan "apabila seorang suami bermaksud untuk beristri 
lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada 
pengadilan". sebagai berikut: 
 Pasal 56 
1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari 
Pengadilan Agama. 
2. Pengajuan pemohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata 
cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 
1975. 
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin 
dari pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum19.  
 Kalau pengadilan Agama sudah menerima permohonan izin poligami, 
kemudian ia memeriksa sebagai berikut: 
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 Kompilasi Hukum Islam, (Cetakan Terbaru; Tim Penata pres), h.17 
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a.  Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi; 
b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan, maupun tulisan, 
apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus 
diucapkan didepan sidang Pengadilan; 
c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-
istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan: 
1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh 
Bendahara tempat bekerja. 
2) Surat keterangan Pajak Penghasilan. 
3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan. 
 Dalam ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kompilasi hukum Islam 
yang merupakan kewajiban bila seorang suami ingin menikah lagi lebih dari satu atau 
lebih di kenal pada saat ini dengan sebutan poligami dan dengan ketentuan yang telah 
di buat dalam Negara ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kaum Wanita 
(Hawa) dan dapat mengurangi terjadinya kasus poligami yang serta merta mengatas 
namakan Sunnah Nabi yang kemudian pada dasarnya hanya untuk memenuhi 
syahwatnya saja dan itu yang terjadi kebanyakan pada zaman sekarang yang modern 
ini sebagaimana menurut para ulama Kontemporer. 
Dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tenang perkawinan Bab 1 
Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa pada azasnya dalam suatu perkawinan itu 
seseorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang perempuan hanya 
boleh mempunyai seorang suami.  
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Masih pada Bab dan pasal yang sama ayat (2) menetapkan bahwa Pengadilan 
dapat memberi izin kepada seorang suami untuk ber-isteri lebih dari seorang apabila 
dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.  
Kemudian pada pasal 4 ayat (1) dalam hal seorang suami akan ber-isteri lebih dari 
seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia 
wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. 
Selanjutnya pada pasal 4 berikutnya (ayat 2) menyebutkan pengadilan yang di 
maksud data ayat(1) dalam pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang 
akan beristeri lebih dari seorang apabila :  
a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. 
b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan. 
c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. 
Dalam pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa untuk dapat mengajukan 
permohonan kepada pengadilan, sebagaiman yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) 
Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
a) Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri. 
b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan atau kebutuhan hidup 
isteri-isteri dan anak-anak mereka. 
c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-
anak mereka. 
Pada ayat (2) dijelaskan bahwa persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) 
huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isterinya tidak 
mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, 
atau apabila tidak ada kabar dari isteri pertamanya selama sekurang-kurangnya 2 
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tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim 
pengadilan. 
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 
40 menyebutkan bahwa “Apabila seorang suami bermaksud untuk ber-isteri lebih dari 
seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan”. 
Kemudian dalam Pasal 41 yang berisikan bahwa Pengadilan akan memeriksa 
mengenai hal-hal sebagai berikut: 
a) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami untuk nikah 
lagi. 
b) Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tulisan, 
apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, maka persetujuan itu harus 
diucapkan lagi di depan sidang Pengadilan. 
c) Ada atau tidak adanya kemampuan suami unuk menjamin keperluan isteri-isteri 
dan anak-anak mereka. 
d) Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri 
dan anak-anak mereka, dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam 
bentuk yang ditetapkan untuk itu. 
Kemudian dalam Pasal 42 ayat (1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai 
hal-hal yang terdapat pada Pasal 40 dan 41, maka Pengadilan harus memanggil dan 
mendengar isteri yang bersangkutan.  
Pada ayat (2) Pemeriksaan Pengadilan dilakukan selambat-lambatnya 30 hari 
setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampiran lainnya. 
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Pasal 43 menyebutkan “Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukupnya 
suatu alasan bagi pemohon untuk ber-isteri lebih dari seorang, maka Pengadilan 
memberikan putusannya yang berupa izin untuk ber-isteri lebih dari seorang. 
Kemudian dalam Pasal 44 menyebutkan bahwa “Pegawai pencatat dilarang 
untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan ber-isteri lebih 
dari seorang, sebelum adanya izin dari Pengadilan seperti yang di maksud pada    
Pasal 43 
E. Tujuan Poligami 
    Tujuan poligami sebagai berikut : 
1). Untuk memperoleh anak 
Sebagaimana tujuan perkawinan pada umumnya, poligami juga bertujuan 
untuk memperoleh anak. Kebolehan berpoligami ini diberikan kepada suami yang 
subur yang setelah melangsungkan perkawinan selama bertahun-tahun, namun belum 
memperoleh anak atau keturunan, sedangkan sang suami sangat mengharapkan anak. 
Hal ini biasa disebabkan oleh dua hal, yaitu seseorang yang memiliki isteri yang 
mengidap penyakit kronis yang tidak mungkin dapat disembuhkan lagi, atau isteri 
yang mandul atau tidak dapat melahirkan anak. 
Atas dasar keadaan tersebut, maka tidaklah tercela  bagi sang suami untuk 
melakukan poligami untuk memperoleh keturunan dari istri yang lain. Seorang laki-
laki akan menderita dan jiwanya akan merasakan kegelisahan yang menyakitkan 
apabila ia tidak memiliki keturunan. Harapan untuk mempunyai anak adalah sebuah 
hal yang wajar atau lumrah, sebab anak merupakan nikmat tersendiri dalam menjalani 
rumah tangga. 
2). Untuk menghindarkan kaum laki-laki dari perbuatan zina 
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Poligami akan memelihara dan melindungi kaum laki-laki yang dikaruniai 
Allah kekuatan seksual dari perbuatan zina, serta memberikan jalan yang baik kepada 
mereka untuk menyalurkan fitrahnya. Hal ini disebabkan karena poligami merupakan 
wadah yang menghalalkan antara hubungan laki-laki dengan satu,dua,tiga dan empat 
perempuan yang dikawininya sebagai tempat penyaluran libido seksual yang berlebih 
yang diberikan oleh Allah swt.  Hal ini lebih baik dan lebih mulia ketimbang 
menyalurkan hasrat seksualnya secara bebas dan tidak bertanggung jawab. 
3). Untuk menghindarkan Fitnah, Dekadensi moral dan Prostitusi. 
Poligami memberikan kesempatan kepada para gadis dan janda-janda untuk 
menikmati hidup bersama sebagai seorang pendamping. Para wanita yang jumlahnya 
melebihi jumlah kaum laki-laki secara umum, berhak menikah dan perlu hidup secara 
terhormat mereka perlu terpenuhi kebutuhan akan kasih sayang, perlindungan dan 
hubungan seks secara terhormat. Hidup dengan seorang pendamping memberikan 
keamanan, kenyamanan dan ketenangan untuk beribadah kepada Allah serta 
memelihara mereka dari fitnah. 
Di samping itu poligami juga membantu menjaga kemuliaan dan 
kehormatannya dengan menjadikannya isteri yang mulia dan menjadikannya ibu 
rumah tangga. Keberadaannya menjadi isteri kedua,ketiga atau  keempat seorang 
laki-laki saleh lebih baik dari pada tinggal sendiri tanpa suami. 
Poligami dapat memelihara masyarakat dari dekadensi moral, prostitusi liar 
dan timbulnya anak-anak yang lahir di luar nikah, serta memelihara masyarakat dari 
penyakit-penyakit akibat hubungan yang tidak sah, seperti AIDS, sefilis dan lain-lain. 
  Dari uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa tujuan poligami adalah 
kemaslahatan Umat. Walaupun demikian sebagian masyarakat masih menentang  
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praktek poligami ini. Padahal tujuan dari dibolehkannya poligami secara umum 
adalah untuk memelihara hak-hak wanita, memelihara kemuliaan mereka yang 
dahulu terabaikan, karena poligami yang tanpa ikatan,persyaratan dan jumlah 
tertentu. 
F. Hikmah Poligami dan larangan Nikah Lebih dari Empat 
1. Dalam suatu Pernikahan merupakan sebab terjalinnya hubungan (kekeluargaan) 
dan keterikatan di antara sesama manusia, setelah hubungan nasab. Sebagaimana 
berfirman Allah SWT Yaitu: 
Q.S. al-Furqaan/25:54 
  َ َ ََ  َ َ َ َ   ََ  َ  َ َ 
Terjemahnya: 
“Dan Dia-lah yang menciptakan manusia dari air (mani), lalu Dia jadikan 
manusia itu (punya) keturunan dan musaharah (hubungan kekeluargaan 
karena pernikahan), dan Tuhanmu adalah  Maha Kuasa”.20 
Maka oleh karena itu poligami (adalah sebab) terjalinnya hubungan dan 
kedekatan (antara) banyak keluarga, dan ini salah satu sebab poligami yang dilakukan 
oleh Rasulullah saw. 
2. Poligami merupakan sebab terjaganya (kehormatan) sejumlah besar wanita, dan 
terpenuhinya kebutuhan (hidup) mereka, yang berupa nafkah (biaya hidup), tempat 
tinggal, memiliki keturunan dan anak yang banyak, dan ini merupakan tuntutan 
syariat. 
                                                          
20
 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, Edisi Revisi ( Jakarta: jatinegara-
jakarta: 2007), h. 365 
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3.Umat Islam sangat membutuhkan lahirnya banyak generasi muda, untuk 
mengokohkan barisan dan persiapan berjihad melawan orang-orang kafir, ini 
hanya akan terwujud dengan poligami dan tidak membatasi jumlah keturunan. 
4. Seorang istri memiliki kesempatan lebih besar untuk menuntut ilmu, membaca al-
Qur‟an dan mengurus rumahnya dengan baik, ketika suaminya sedang di rumah 
istrinya yang lain. Kesempatan seperti ini umumnya tidak didapatkan oleh istri 
yang suaminya tidak berpoligami. 
5. Semakin kuatnya ikatan cinta dan kasih sayang antara suami dengan istri-istrinya. 
Karena setiap kali tiba waktu giliran salah satu dari istri-istrinya, maka sang suami 
dalam keadaan sangat rindu pada istrinya tersebut, demikian pula sang istri sangat 
merindukan suaminya. 
6.  Merupakan Karunia Allah dan Rahmat-Nya kepada manusia, yaitu 
diperbolehkannya poligami dan membatasinya sampai dengan empat. 
7 . Islam sebagai Agama kemanusian yang luhur, mewajibkan kaum muslimin untuk 
melaksanakan pembangunan dan menyampaikannya kepada seluruh umat 
manusia. Mereka tidak akan sanggup memikul tugas risalah pembangunan ini, 
kecuali apabila mereka memiliki negara yang kuat dalam segala bidang. Hal ini 
tidak akan terwujud apabila jumlah penduduknya hanya sedikit, karena untuk tiap 
bidang kegiatan hidup manusia diperlukan ahli yang cukup besar. Bukankah 
pepatah mengatakan bahwa kebesaran terletak pada keluarga yang besar pula. 
Jalan untuk mendapatkan keluarga yang besar hanyalah dengan adanya 
perkawinan dalam usia subur atau alternatif lain dengan berpoligami. 
8. Adakalanya seorang isteri mandul atau sakit keras yang tidak memiliki harapan 
untuk sembuh, padahal ia masih berkeinginan untuk melanjutkan hidup berumah 
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tangga dan sang suami masih menginginkan lahirnya anak yang sehat dan pintar 
dan ia juga mengharapkan isteri yang bisa mengurus rumah tangganya. Bagaimana 
akan mendapatkan anak jika isterinya mandul. Dan bagaimana seseorang yang 
beristeri dapat mengurus rumah tangganya dengan baik apabila ia menderita 
penyakit yang tidak mungkin akan sembuh. Ternyata, pemecahan terakhirlah yang 
paling baik lagi bijaksana dan lebih dapat diterima adalah poligami. Orang yang 
nuraninya hidup dan perasaannya sehat pasti mau menerima pemecahan yang 
terakhir ini. 
9. Ada golongan laki-laki yang memiliki dorongan seksual tinggi, yang merasa tidak 
puas hanya dengan seorang isteri, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah 
tropis. Oleh karena itu, dari pada orang-orang semacam ini hidup dengan teman 
perempuan yang rusak akhlaknya tanpa ikatan pernikahan, lebih baik diberikan 
jalan yang halal untuk memuaskan nafsunya dengan cara berpoligami.  
Poligami menurut Muhammad Syahrul adalah bantuan khusus ataupun solusi 
yang diprioritaskan Allah, karena poligami mempunyai banyak mamfaat bagi 
kemaslahatan umat. Tetapi bantuan atau solusi itu hanya di berikan kepada orang 
orang yang mampu, dan bagi orang yang tidak mampu, Allah tidak memberikan 
bantuan khusus tersebut atau tidak  memberikan otoritas untuk melakukan poligami. 
Selain hikmah poligami yang telah disebutkan di atas, justru poligami juga 
mengangkat martabat kaum perempuan, karena poligami dapat melindungi moral, 
agar tidak terkontaminasi oleh perbuatan keji, Mengingat prinsip pernikahan adalah 
satu-satunya jalan yang syar‟I untuk memenuhi gejolak hawa nafsu, sehingga tidak 
terjatuh ke jurang nista. Poligami juga bisa menyelamatkan laki-laki untuk bergonta-
ganti pasangan dengan bebas berdasarkan ketentuan Allah. 
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 Akan tetapi larangan Allah  kawin lebih dari empat karena melebihi batas 
Manusia biasa berbeda halnya dengan Nabi Muhammad saw, jika dengan manusia 
biasa  jumlah itu akan mendatangkan aniaya seperti yang telah diketahui dengan jelas. 
Seorang tidak mungkin mampu untuk menahan diri dari perbuatan aniaya tersebut 
meskipun telah mempunyai pengetahuan dan ilmu yang banyak.  
 Namun larangan itu tidak berlaku untuk Nabi Muhammad saw , karena beliau 
adalah manusia yang terjaga dari kesalahan dan tidak pernah menyalahi Al Qur‟an 
dalam segala keadaan. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki bernama Ghailan masuk 
islam, sedangkan istrinya berjumlah 10 orang, maka Rasulullah menyuruhnya untuk 
memilih empat diantara mereka. Disebutkan pula Qais bin Al Harits masuk islam 
dengan 8 istri, maka Rasulullah menyuruhnya untuk memilih empat diantara mereka. 
Dalam kitab Al-Bada‟i disebutkan: Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki masuk 
islam dengan mempunyai 8 orang istri. Kedelapan istrinya itu kemudian turut masuk 
islam, maka Rasulullah mengatakan kepadanya “pilihlah empat diantara mereka dan 
pisahlah sisa yang lain.”  
 هِتلٍِل ٌِ اَجْلاهًِفهٍة َُ ِْسوهُرْشَعُهًَل َ هَمَلَْسأه ًل َِفقلثلاَهتََملَسهَهْبهَنَلٍَْ َغه لَنأهَرَمُعهِهْباهْهَع
اُهيَرََمَأفُهًَعَمهَهَْملَْسَأفهل ٍُْىِمهاًَعبَْرأهَرلٍََخَتٌهَْنأهمللَس َ هًِ ٍْ َلَعُه لالَّهىللَصه ًُّ ِبلىل  
(ه.)يدٍمرتهياَر  
Terjemahnya: 
“Dari ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, 
sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu 
mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi saw 
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memerintahkan Ghailan untuk memilih (mempertahankan) empat diantara 
mereka”. (HR. Tirmidzi).21 
 
Dalam hadis diatas Rasulullah menyuruh orang itu untuk memisahkan sisa yang 
lain. Kalau saja kawin lebih dari empat diperbolehkan karena Rasulullah menyuruh 
umpamanya hal itu akan menunjukkan bahwa kawin lebih dari empat istri itu 
melampaui batas. Kawin lebih dari empat itu dikhawatirkan akan menimbulkan 
aniaya karena tidak mampu memberikan hak-hak istri-istrinya.  
Jadi singkatnya, hikmah dilarangnya nikah lebih dari empat istri (bagi manusia 
biasa) adalah: 
1. Batas maksimal beristri bagi manusia biasa adalah empat istri. Jika lebih dari 
empat istri berarti melampaui batas kemampuan, baik dari segi kemampuan 
Fisi, metal maupun tanggung jawab, sehingga nantinya akan repot sendiri, 
bingung sendiri, dan akhirnya akan menimbulkan gangguan kejiwaan (stres). 
2. Karena melampaui batas kemampuan, maka ia akan terseret melakukan 
kezaliman (aniaya), baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap istri-
istrinya. 
Manusia biasa pada umumnya didominasi oleh nafsu syahwatnya, yang 
cenderung melakukan penyimpangan-penyimpangan, sehingga ia tidak mempunyai 
kekuatan untuk memberikan hak-haknya kepada istri-istrinya.22  
Oleh sebab itu pada masa medern ini sebagaimana yang di paparkan dari para 
ulama kontemporer tentang poligami saat ini kabanyakan hanya lebih mengutamakan 
nafsu syahwatnya saja di bandingkan kegunaan untuk poligami dan meskipun ada, itu 
                                                          
21
 Http://.Kumpulan-Kumpulan-Makalah.blogspot.com 
 
22Abdul Rahman Ghozali,  Fiqh Munakahat, (Cet. I; Jakarta: Kencana ,2003), h. 138-140 
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merupakan sebagian dari kalangan orang saja yang menggunakan untuk kemaslahatan 
adapun yang lainya pada saat kini lebih condong ke nafsu syahwatnya. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
  1. Jenis Penelitian  
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau field research dalam 
mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan yang bersumber dari hasil 
wawancara pihak-pihak yang terkait dalam proses terjadinya  poligami di Kabupaten 
Gowa . 
  2. Lokasi Penelitian 
Dalam penyusunan skripsi ini penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan 
Agama Kabupaten Gowa karena mempunyai wilayah dan data pada Kabupaten, 
Sebagaimana yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam Kekuasaan 
Kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama yang berkedudukan di kabupaten atau 
kota.  selain itu Pengadilan Agama di Kabupaten Gowa tersebut memudahkan penulis 
dalam meneliti serta memperoleh data dan informasi agar terpenuhinya tujuan 
penelitian penulis. 
B. Pendekatan Penelitian 
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:     
1. Pendekatan normatif  
pendekatan masalah yang berpedoman pada aturan-aturan yang ada dalam 
Kompilasi Hukum Islam Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang 
Perkawinan serta para tokoh maupun masyarakat yang berkaitan dengan dampak 
poligami dengan mengangkat kasus dari tahun 2016-2018 . 
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2. Pendekatan Yuridis 
pendekatan yuridis berupa perundang undangan dan peraturan yang terkait 
dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.  
C. Sumber data 
1.  Data primer Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dengan cara 
observasi dan wawancara dengan masyarakat.23 
     Penyusun Menggunakan sumber rujukan tertulis berupa data di Pengadilan  
Agama Kabupaten Gowa. 
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumentasi dan data pendukung 
yang diperoleh melalui studi kepustaka untuk melengkapi data data primer yang 
bersumber dari buku-buku, serta dokumen-dokumen lainya, yang berkaitan dengan 
permasalahan yang diteliti.24 
Cara lain yang digunakan untuk memperoleh data dan infromasi yaitu dengan 
wawancara kepada para responden, baik itu petugas kantor Pengadilan Agama 
Gowa maupun pihak pihak yang terkait dalam poligami. dalam hal ini penulis 
menggunakan pedoman wawancara agar responden dapat dengan mudah 
memberikan jawaban dan penjelasan secara terstruktur mengenai data dan 
informasi yang dibutuhkan. selain itu juga penulis menggunakan dokumentasi 
sebagai literatur yang mendukung perluasan wawasan atau sudut pandang 
penyusun. 
                                                          
23
 Data Primer, Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Sri Hapsari 
Wijayanti,dkk. Penulisan dan pemyajian karya ilmiah (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada,2013), 
h. 223. 
24
 Data Sekunder, Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Sri Hapsari 
Wijayanti,dkk. Penulisan dan penyajian karya ilmiah (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada,2013), h. 
224. 
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3. Data tersier 
yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data 
primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus dan ensiklopedia. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Observasi 
Metode observasi  adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan 
maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah 
fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui 
sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk 
melanjutkan suatu penelitian.25 
2. Wawancara 
Wawancara adalah proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara 
langsung pewawancara disebut sebagai interviewer dan orang yang 
diwawancarai disebut sebagai interviewe. 
3.   Dokumentasi 
Dokumentaasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan 
dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan 
sumber-sumber informasi seperti tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan 
sebagainya.26dalam hal ini peneliti menggunakan buku, pulpen, dan kamera 
sebagai alat untuk bukti dokumentasi. 
 
                                                          
25
 http://id.m.wikipedia.org 
26
 Inipengertian.blogspot.com>2015 
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E. Instrumen Penelitian 
 Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi intrumen penelitian atau alat 
peneliti adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus "diuji validasi". uji validasi 
merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan 
data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. suatu instrumen dikatakan valid apabila 
mampu mencapai tujuan pengukuranya, yaitu mengukur apa yang ingin diukurnya 
dan mampu mengungkap mengapa yang ingin diungkapkan.27 
 dan oleh sebab itu peneliti kualitatif sebagai human instrumen berfungsi 
menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan 
pengumpulan data tahun 2016-2018, meneliti data yang ada dengan hasil dari 
penelitian, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuanya.  
F.  Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
 Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan di analisis secara kualitatif 
terhadap data primer dan sekunder, dengan menggunakan verbatim hasil wawancara 
setelah meneliti dilapangan dengan data yang di dapat dan akan disesuaikan dengan 
data yang ada pada Pengadilan Agama kabupaten gowa.  
G.  Pengujian Keabsahan Data 
 Dalam pengujian keabsahan data tersebut dilakukan dua cara sebagai berikut: 
1.Meningkatkan ketekunan 
   meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan 
berkesinambungan. dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat 
                                                          
27
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D ( Bandung : 
Alfabeta, 2014), h. 222. 
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melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak, 
sehingga dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa 
yang diamati dan meningkatkan kreadibilitas data. 
2. Menggunakan bahan referensi. 
   yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk 
membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. sebagai contoh, data hasil 
wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara sehingga data yang 
didapat menjadi kredibel atau lebih dapat di percaya. jadi, dalam penelitian ini 
peneliti akan menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil observasi 
sebagai bahan referensi. 
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BAB IV 
REALITA TENTANG DAMPAK POLIGAMI TERHADAP ISTRI DI 
KABUPATEN GOWA ( STUDI KASUS TAHUN 2016 - 2018 ) 
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB 
1. Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa 
Pada mulanya Kabupaten Gowa adalah sebuah Kerajaan di Sulawesi Selatan 
yang turun temurun diperintah oleh seorang Kepala pemerintah disebut “Somba” atau 
“Raja”. Daerah TK.II Gowa pada hakikatnya mulai terbentuk sejak beralihnya 
pemerintah Kabupaten Gowa menjadi Daerah TK.II yang didasari oleh terbitnya 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II, 
Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, yang diperkuat Undang –Undang Nomor 2 
Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi (Tambahan Lembaran 
Negara RI No. 1822). Kepala Daerah TK.II Gowa yang pertama “Andi Ijo Dg 
Mattawang Karaeng Lalowang “yang juga disebut nama Sultan Muhammad Abdul 
Kadir Aididdin Tumenanga Rijongaya, dan merupakan Raja Gowa yang terakhir 
(Raja Gowa ke XXXVI). Somba sebagai Kepala pemerintah Kabupaten Gowa 
didampingi oleh seorang pejabat di bidang agama Islam yang disebut “kadi” (Qadli). 
Meskipun demikian tidak semua Somba yang pernah menjadi Raja Gowa didampingi 
oleh seorang Qadli, hanya ketika agama Islam mulai menyebar secara merata dianut 
oleh seluruh rakyat kerajaan Gowa sampai ke pelosok-pelosok desa,yaitu sekitar 
tahun 1857 M. Qadli pertama yang diangkat oleh Raja Gowa bernama Qadli 
Muhammad Iskin. Qadli pada waktu itu berfungsi sebagai penasehat Kerajaan atau 
Hakim Agama yang bertugas memeriksa dan memutus. 
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Perkara-perkara di bidang agama, demikian secara turun temurun mulai 
diperkirakan tahun 1857 sampai dengan Qadli yang keempat tahun 1956. 
Pada mulanya Kabupaten Gowa adalah sebuah Kerajaan di Sulawesi Selatan 
yang turun temurun diperintah oleh seorang Kepala pemerintah disebut “Somba” atau 
“Raja”. Daerah TK.II Gowa pada hakikatnya mulai terbentuk sejak beralihnya 
pemerintah Kabupaten Gowa menjadi Daerah TK.II yang didasari oleh terbitnya 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II, 
Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, yang diperkuat Undang –Undang Nomor 2 
Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi (Tambahan Lembaran 
Negara RI No. 1822). 
Kepala Daerah TK.II Gowa yang pertama “Andi Ijo Dg Mattawang Karaeng 
Lalowang “ yang juga disebut nama Sultan Muhammad Abdul Kadir Aididdin 
Tumenanga Rijongaya, dan merupakan Raja Gowa yang terakhir (Raja Gowa ke 
XXXVI). 
Somba sebagai Kepala pemerintah Kabupaten Gowa didampingi oleh seorang 
pejabat di bidang agama Islam yang disebut “kadi” (Qadli). Meskipun demikian tidak 
semua Somba yang pernah menjadi Raja Gowa didampingi oleh seorang Qadli, hanya 
ketika agama Islam mulai menyebar secara merata dianut oleh seluruh rakyat 
kerajaan Gowa sampai ke pelosok-pelosok desa, yaitu sekitar tahun 1857 M. Qadli 
pertama yang diangkat oleh Raja Gowa bernama Qadli Muhammad Iskin. Qadli pada 
waktu itu berfungsi sebagai penasehat Kerajaan atau Hakim Agama yang bertugas 
memeriksa dan memutus perkara-perkara di bidang agama, demikian secara turun 
temurun mulai diperkirakan tahun 1857 sampai dengan Qadli yang keempat tahun 
1956.   
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Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 terbentuklah 
Kepala Jawatan Agama Kabupaten Gowa secara resmi , maka tugas dan wewenang 
Qadli secara otomatis diambil oleh Jawatan Agama. Jadi Qadli yang kelima, setelah 
tahun 1956, diangkat oleh Depertemen Agama RI sebagai Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Somba Opu (sekaligus oleh Qadli) yang tugasnya hanya sebagai do‟a dan 
imam pada shalat i‟ed. Keputusan menteri agama  nomor 87 tahun 1966, 
Berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966 tanggal 3 Desember 1966, 
maka Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa secara resmi dibentuk 
dan menjalankan tugas-tugas peradilan sebagaimana yang ditentukan didalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957. Peresmian Pengadilan Agama / 
Mahkamah Syariah Sungguminasa ialah pada tanggal 29 Mei 1967. Sejak tanggal 29 
Mei 1967 tersebut dapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah 
K.H.Muh. Saleh Thaha (1967 s/d 1976) Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah 
Sungguminasa menjalankan kekuasaan kehakiman di bidang Agama membawahi 18 
Kecamatan yang terdiri dari 46 Kelurahan dan 123 Desa. 
Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa dari tahun ke tahun : 
1. K.H. Muh. Saleh Thaha, (1966-1976) 
2. K.H. Drs. Muh. Ya‟la Thahir, (1976-1982) 
3. K.H. Muh. Syahid, (1982-1984) 
4. Drs. Andi Syamsu Alam, S.H, (1984-1992) 
5. K.H. Muh. Alwi Aly (Tidak Aktif),  (   -   ) 
6. Drs. Andi Syaiful Islam Thahir, (1992-1995) 
7. Drs. Muh. As‟ad Sanusi, S.H., (1995-1998) 
8. Dra. Hj. Rahmah Umar, (1998-2003) 
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9. Drs. Anwar Rahman, (4 Peb s/d Sep 2004) 
10. Drs. Kheril R, M.H. (4 Okt s/d 14 Des 2007) 
11. Drs. H.M. Alwi Thaha, S.H., M.H.  (14 Des 2007 s/d 2012) 
12. Drs. H. Hasanuddin, M.H. (2012 s/d 2015) 
13. Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. (2015 s/d 2017) 
14. Drs. Ahmad Nur, M.H. (2017 s/d Sekarang) 
2. Kondisi Geografis 
Adapun kondisi Geografis atau letak geografis Kantor Pengadilan Agama 
Sungguminasa yaitu: 
a. Letak astronomi gedung kantor : 5°11'55.6" LS - 119°27'11.3" BT 
b. Batas-batas gedung kantor (Kec. Somba Opu) : 
 - Utara     : Kota Makassar 
- Selatan  : Kecamatan Pallangga dan Kecamatan Bontomarannu 
- Timur    : Kecamatan Pattalassang 
- Barat     : Kecamatan Pallangga 
c.  Ketinggian daerah/attitude berada pada 25 meter di atas permukaan laut 
d.  Kota Sungguminasa beriklim tropis. 
3. Kondisi Demografis 
a. Jumlah penduduk kabupaten gowa pada akhir tahun 2012 sebanyak 617.317 jiwa, 
dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 328 jiwa/km2.  
       - Laki-laki: 305.202 jiwa (49,4%) 
- Perempuan: 312.115 jiwa (50.6%) 
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4. Visi dan Misi 
Adapun visi Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu: 
- Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung 
- Terwujudnya lembaga Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B yang Agung 
Adapun misi Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu: 
- Menjaga kemandirian Badan Peradilan 
- Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan  
- Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sungguminasa 
- Memberikan pelayanan hukum bagi pencari keadilan 
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sungguminasa 
- Meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Singguminasa yang berbasis teknologi 
informasi. 
5. Tugas Pokok dan Fungsi  
a. Tugas Pokok  
Pengadilan Agama Sungguminasa melaksanakan tugasnya sesuai dengan 
ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 
adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang 
yang beragama Islam di bidang : 
1) Perkawinan 
Hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai 
perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain: 
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a) Izin beristri lebih dari seorang. 
b) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua 
puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus 
ada perbedaan pendapat; 
c) Dispensasi kawin; 
d) Pencegahan perkawinan; 
e) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; 
f) Pembatalan perkawinan; 
g) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri; 
h) Perceraian karena talak; 
i) Gugatan perceraian; 
j) Penyelesaian harta bersama; 
k) Penguasaan anak-anak; 
l) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak 
yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya; 
m) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas 
istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri; 
n) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak; 
o) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 
p) Pencabutan kekuasaan wali; 
q) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan 
seorang wali dicabut; 
r) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum Cukup umur 
18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya; 
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s) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di 
bawah keuasaannya; 
t) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak 
berdasarkan hukum Islam; 
u) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan 
perkawinan campuran; 
v) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-
Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut 
peraturan yang lain 
2) Waris  
Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta 
peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan 
pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohoonan 
seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian 
masing-masing ahli waris. 
3) Wasiat 
Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain 
atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal 
dunia. 
4) Hibah 
Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang 
kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. 
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5) Wakaf  
Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan 
dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya 
atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan 
ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. 
6) Zakat  
Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang 
dimliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada 
yang berhak menerimanya. 
7) Infaq 
Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi 
kebutuhan, baik berupa makanan, muniman, mendermakan, memberikan rezeki 
(karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan 
karena Allah Subhanahu Wata'ala. 
8) Shodaqoh 
Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau 
lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan 
jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah swt. dan pahala semata. 
9) Ekonomi Syariah 
Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, 
antara lain meliputi: Bank syari'ah, Lembaga keuangan mikro syari'ah, Asuransi 
syari'ah, Reasuransi syari'ah, Reksa dana syari'ah, Obligasi syari'ah dan surat 
berharga berjangka menengah syari'ah, Sekuritas syari'ah, Pembiayaan syari'ah, 
Pegadaian syari'ah, Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, Bisnis syari'ah. 
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b. Fungsi  
Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama mempunyai 
fungsi, antara lain sebagai berikut : 
1. Fungsi mengadili (judicial power), Menerima, memeriksa, mengadili dan 
menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama 
dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006). 
2. Fungsi pembinaan, Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada 
pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis 
yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, 
keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : pasal 53 ayat (3) Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). 
3. Fungsi pengawasan, Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan 
tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita / 
Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan 
seksama dan sewajaranya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 
3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administarsi umum kesekretariatan serta 
pembangunan. (vide : KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006). 
4. Fungsi nasehat, Memberikan pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada 
instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vidwe : Pasal 52 ayat 
(1) Undang-undang nomor 3 tahun 20060. 
5. Fungsi administrative, Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan 
persidangan), dan administratsi umum (kepegawaian, keuangan, dan 
umum/perlengkapan). (vide : KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006). 
6. Fungsi lainnya :  
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- Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan 
instansi lain yang terkait.seperti DEPAG, MUI,Ormas Islam dan lain-lain (vide 
: Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006). 
- Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penilitian dan sebagainya serta 
memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan 
transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua 
Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan 
Informasi di Pengadilan. 
B. Poligami dalam persfektif Hukum Islam 
Berbicara mengenai poligami khususnya yang berkaitan dengan islam, maka 
akan muncul reaksi pemikiran yang berbeda-beda. Oleh sebagian besar kaum wanita 
yang beragama islam maupun non islam menanggapi poligami melanggar hak asasi 
kaum wanita, apabila sekelompok orang barat yang bertendensi untuk 
mendiskreditkan islam, dengan terang terangan menolak poligami dengan menuduh 
islam telah melegitimasi poligami sehigga menghancurkan kehidupan kaum wanita. 
namun tidak sedikit juga para wanita islam maupun non islam dan terutama 
cendekiawan barat memperoleh kesimpulan bahwa poligami yang paling baik dan 
benar adalah yang diatur dalam agama islam. Salah satu pujian terhadap poligami ala 
islam diungkapkan oleh Anne Benazat dalam bukunya Agama-agama yang Terbesar 
di india menyatakan: 
 
“Jika kita Perhatikan dan kita bandingkan secara adil, maka akan tampak pada 
kita bagwa sesungguhnya poligami islam yang melindungi wanita, mengasihi 
dan membiayai hidupnya jauh lebih berat ketimbang (Kebaikannya) dibanding 
sistem Poligami barat dimana setiap lelaki dengan mudah dapat menyeret 
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wanita semata-mata untuk melampiaskan libido seksualnya. Setelah puas 
wanita itu ia lempar pinggir jalan.28 
Penulis mengemukaan pendapat diatas bahwasanya pendapat tersebut 
bukanlah bermaksud membenarkan Poligami karena kebenaran yang mutlak adalah 
dari Allah swt. Dalam Al-Qur‟an terdapat dua ayat yang menjelaskan tentang 
poligami dengan batasan dan syarat yang harus diikuti, yakni pada Q. S. An-Nisa (4): 
3 dan 129َAyat tersebut disimpulkan bahwa islam hanya “membolehkan‟ poligami 
(beristri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan), bukan diwajibkan maupun 
disunnahkan.  
Syariat Islam tidak menjadikan tatanan poligami sebagai suatu kewajiban 
yang tidak terelakkan bagi laki-laki Muslim, dan tidak pula mewajibkan kepada 
perempuan atau keluarganya untuk menerima pinangan seorang laki-laki Muslim 
yang sudah mempunyai seorang isteri atau lebih hanya saja syariat Islam memberi 
kebebesan kepada kaum perempuan untuk menerima atau menolaknya 
 Pada dasarnya prinsip perkawinan dalam islam adalah monogami (beristri 
satu), sehingga kalau pada akhirnya poligami diperbolehkan itu bukan berarti 
islamlah yang pertama kali memperbolehkannya melainkan telah memasyarakat pada 
bangsa-bangsa dan agama-agama terdahulu sebelum islam lahir. Pembolehan 
poligami dalam islam inipun harus melalui pengecualian dan pengecualian ini tidak 
dapat dilakukan kecuali keadaan terpaksa atau darurat. Pintu darurat inipun bisa 
dibuka kecuali berdasarkan bukti dan alasan yang kuat.  
                                                          
28Abdutawa Haikal, Rahasia Perkawinan Rasulullah saw. ( Poligami dalam Islam vs 
Monogami Barat) (Cet I: Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya:1993).h.72. 
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 Perkawinan adalah sesuatu yang sangat prinsipil dan amat dihargai dalam 
Islam. Melalui  lembaga perkawinan yang sah inilah kebutuhan biologis dan 
keinginan seksual akan yang tersalur dengan baik dan aman. Pada zaman Jahiliyah 
sebelum Islam datang, penduduk Jazirah Arab melakukan poligami tanpa batas atau 
sekedar memenuhi kepuasan seksual mereka sehigga Islam datang untuk 
meluruskannya, dan pada awal kehadiran Islam, poligami pertama kali diperbolehkan 
mengigat banyaknya janda-janda dan anak-anak gadis yatim piatu yang perlu 
diselamatkan moralnya.29 
Memperoleh keturunan merupakan salah satu faktor utama dari tujuan 
perkawinan sehigga dalam realitanya kehidupan rumah tangga terdapat pasangan 
suami-istri yang tidak bisa memberikan keturunan, maka hal ini bisa menyebabkan 
seorang suami berpoligami. Demikian pula mencegah perbuatan zina yang 
kemungkinan besar akan dilakukan oleh para wanita yang belum atau tidak 
mempunyai suami serta janda dan anak yatim piatu yang ditinggal mati suami atau 
bapak mereka sementara kelompok ini membutuhkan perlindungan dan biaya hidup 
dari laki-laki. Maka Islam memberikan jalan keluar yang terbaik, yakni berpoligami.  
Berpoligami di perbolehkan bagi mereka yang mempunyai kesanggupan 
untuk berbuat adil. Pengecualian terhadap “adil” yang memperbolehkan berpoligami.  
Makna adil yang dimaksud terletak pada persoalan yang hanya sanggup dilakukan 
oleh manusia, seperti pemberian rumah dan pembagian waktu yang sama, pakaian 
serta nafkah lahir batin. Ini yang dimaksud dengan keadilan kuantitatif. Sementara 
keadilan yang bersifat kualitatif, seperti pembagian perasaan cinta dan kasih sayang 
adalah di luar kemampuan manusia. Karena itu hak prerogatifnya Allah swt.  untuk 
menentukan tinggi rendahnya kadar cinta dan perasaan kasih sayang pada seorang 
suami. 
                                                          
29Hammudah Abdul Atih, keluarga Muslim, (Cet. I: Surabaya: Bina Ilmu: 1984), h. 159 
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Keadilan yang bersifat “maknawi” getaran (emosi) seperti perasaan cinta. 
Rindu dan benci, tidak semua orang akan mampu mengendalikannya. Ia tidak akan 
mampu membagi cinta secara adil  dan merata kepada semua istri, anak-anak maupun 
untuk semua temannya. Rasulullah saw sendiri jujur mengakui ketidaksanggupan 
beliau membagi cinta secara adil dan merata di antara istri-istrinya. Cinta beliau lebih 
cenderung kepada  Aisyah.  
Masih dalam keterangan Q.S. An-Nisa (4): 3, bahwa seorang laki-laki boleh 
memiliki  istri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan asal saja tidak melebihi 
dari empat istri. Syarat utama beroligami adalah adil terhadap istri, baik dalam nafkah 
lahir batin, ataupun perhatian, kasih sayang, perlindungan serta alokasi waktu, Jangan 
sampai salah seorang istri tidak diberi dengan cukup. Apabila jika semua istri tidak 
diberi cukup nafkah, maka hal itu adalah kezaliman. 
Merumuskan keadilan, dalam poligami, sebenarnya pada garis-garis umum 
saja. Karena bila semua mau ditimbang secara detail pastilah tidak mungkin berlaku 
adil secara empiris. Karena itu dibuatkan garis-garis besar seperti masalah pembagian 
jatah menginap. Menginap dirumah istri harus adil. Misalnya sehari di istri tua dan 
sehari di istri muda. Yang dihitung adalah malamnya atau menginapnya, bukan 
hubungan seksualnya. Karena kalau sampai hal itu terlalu mendetail harus dibuat adil 
juga, akan kesulitan menghitung dan menimbangnya. Secara fitrah, umumnya, 
kebutuhan seksual laki-laki memang lebih tinggi dari wanita dan kemampuan seksual 
laki-laki memang dirancang untuk bisa mendapatkan frekuensi yang lebih besar dari 
pada wanita. 
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Nafsu birahi setiap orang itu beda-beda kebutuhannya dan cara pemenuhannya. 
Dari sudut pandang laki-laki,  masalah “kehausan” nafsu birahi sedikit banyak 
dipengaruhi kepada kepuasan hubungan seksual dengan istri. Bila istri mampu 
memberikan kepuasan hubungan seksual, secara umum kehausan itu bisa terpenuhi  
dan sebaliknya bila kepuasan itu tidak didapatkan, maka kehausan itu bisa-bisa tak 
terobati. Akhirnya menikah lagi sering menjadi solusinya.  
Untuk mengantisipasi kasus asusila islam telah jauh-jauh hari membuka pintu 
untuk poligami dan menutup pintu kearah zina dan utnuk menghindari terjadinya 
penyelewengan, selingkuh, prostitusi  dan pelecehan seksual.  Dari pada zina yang 
merusak nilai kemanusiaan dan harga diri manusia, lebih baik kebutuhan itu 
disalurkan lewat jalur formal dan legal yaitu poligami. Sayangnya masyarakat lebih 
mengedepankan ego di banding rasionalitas. Poligami dianggap hina dan buruk, 
sementara perselingkuhan dan perzinahan dianggap sesuai dan lumrah. Begitu juga 
hukum positif di banyak negeri umumnya cenderung menganggap poligami itu tidak 
bisa diterima.  
Poligami Rasulullah Saw 
 Pelaku poligami seringkali mengaitkan tindakannya dengan pernikahan yang 
dilakukan Rasulullah saw. Pada kasus ini, para pelaku poligami seolah-olah mencari 
pembenaran tentang apa yang dilakukannya. Padahal, poligami bukanlah sesuatu 
yang sunnah. Pernikahan Rasulullah pun bukanlah atas dasar pemuasan nafsu seksual 
seperti yang terus didengungkan kaum munafik dan para penghina islam. 30  
 Dalam setiap pernikahan Rasulullah saw. Sesungguhnya terdapat hikmah 
yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan meninggikan derajat kaum 
                                                          
30Imam Fathurrohman, saya Tak Ingin Poligami  Tapi Harus Poligami, h. 35.  
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perempuan. Rasulullah saw menikah untuk pertama kali dengan seorang janda 
berumur 40 tahun, yaitu khadijah. Bahtera rumah tangga Rasulullah dengan Khadijah 
berlangsung hingga tahun ke-sepuluh kenabian atau tiga tahun menjelang hijrah. 
Pernikahan tersebut berlangsung hingga 25 tahun. Sepeninggal Khadijah, Rasulullah 
saw ditawari oleh Khaulah binti Hakim untuk menikahi salah satu dari dua orang 
wanita, satu gadis (Aisyah) dan satunya lagi janda. 
C. Batas dan Syarat Poligami dalam Islam 
1. Batasan Jumlah Poligami 
Batasan jumlah istri yang boleh dikawini oleh seorang laki-laki hanya sampai 
empat istri. Lebih dari pada itu adalah haram. Keterangan ini dilihat dalam ayat 
Matsna wa tsulasa wa ruba‟, juga beberapa hadis Nabi saw, diantaranya 
diriwayatkan oleh Al-Turmudzy,  Nabi saw, Bersabda: Pilihlah empat dari istri-
istrimu dan ceraikan selebihnya. Ayat dan hadis ini disepakati para sahabat dan 
mujtahid meskipun masa hidup mereka berbeda-beda.31  
2. Syarat-syarat Poligami 
a. Poligami tidak boleh menjadi penyebab kehancuran keluarga, kesucian dan 
kebaikan benar-benar harus dijaga.32 
b.  Jumlah istri tidak lebih dari empat orang. Maka perkawinan dengan istri kelima 
dinyatakan tidak sah atau haram. 
c. Bersikap adil terhadap istri dalam  urusan material atau lahiriah.  
Sementara keadilan dalam hal membagi perasaan cinta maka menurut Imam 
Abu Perasaan manusia adalah Allah swt. 
                                                          
31Abdullah Nashih Ulwa, Bahagia Bersama Istri-istrinya. h. 50. 
32
 Hassan Hathout, Panduan Sex Islami Poligami Fersi Islam (Cet I: Jakarta: Pustaka Zahra. 
2004), h.90.  
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d. Kemampuan memberi nafkah. Ini merupakan syarat tambahan menurut Imam 
Syafi‟i dan beberapa ulama bahwa ini adalah syarat dinayah dan bukan syarat 
qadhi (keputusan pengadilan).  
Berkaitan dengan syarat ini Sayyid Sabiq menjelaskan: “berlaku adil kepada 
semua istri dalam hal makanan, tempat tinggal, pakaian dan urusan kebendaan 
lainnya tanpa membedakan istri yang kaya atau miskin, keturunan berada atau 
hamba sahaya serta istri yang yatim piatu”.33 
Sementara itu mengenai meminta persetujuan  dari istri sebelumnya bukan 
merupakan syarat aakad nikah dalam hukum islam melainkan syarat sahnya 
akad nikah menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974  
D. Hasil Penelitian 
1. Daftar Pertanyaan dan Jawaban Hasil Wawancara 
Wawancara  Narasumber 1 
Nama              : Muhammad Najmi Fajri 
Jabatan           : Hakim  
Hari/Tanggal : Juni 2018 
Tempat           : Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B, Jalan Andi 
Mallombassang No. 57 Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba 
Opu, Kabupaten Gowa. 
1) Pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut: 
1. Apakah Pengaruh terbesar masyarakat sungguminasa  sehingga melakukan 
poligami? 
                                                          
33Dedi Junaidi, Bimbingan Perkawinan. h. 212.  
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2. Dari data yang ada, Perkara poligami disungguminasa dari tahun 2016-2018  
apakah meningkat atau malah semakin menurun? 
3. Menurut Anda apa yang melatar belakangi sehingga masyarakat tergolong 
berani mengambil tindakan berpoligami? 
2) Jawaban dari pertanyaan di atas adalah sebagai berikut: 
1. Pengaruh Terbesar Masyarakat Sungguminasa sehingga mengambil keputusan 
untuk melakukan Poligami itu ialah salah satunya karena mereka ingin 
mempunyai keturunan, Poligami sendiri tidak boleh kita pandang sebelah 
mata, kebanyakan masyarakat menganggap pologami adalah suatu hal yang 
salah, tetapi poligami sendiri sebenarnya menyelamatkan seorang suami agar 
terhindar dari perbuatan zina, dengan melakukan poligami akan membantu 
seseorang mempunyai keturunannya tanpa harus melakukan perbuatan keji, 
Tetapi melakukan poligami juga ada ketentuannya, harus sepengetahuan istri 
dan ada surat izin berpoligami khusus. 
2. Dari data kami, perkara Poligami yang masuk di Pengadilan Agama 
Sungguminasa itu mengalami penurunan. 
3. Seperti yang saya bilang tadi masyarakat saat ini banyak sekali yang tidak 
mempunyai keturunan sehingga mereka ini berani mengambil jalan poligami 
walaupun berat tanggung jawabnya. 
Wawancara Narasumber 2 
Hari/Tanggal : Juli 2018 
Tempat         :  Pallangga, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 
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3) Pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut: 
1. Pada tahun berapa anda menikah dengan istri pertama? 
2. Bagaimana kondisi rumah tangga anda setelah anda menikahi istri pertama 
anda? 
3. Apakah anda telah dikaruniai anak selama berumah tangga dengan istri 
pertama? 
4. Apakah yang melatar belakangi anda untuk melakukan poligami? 
5. Bagaimana kondisi rumah tangga anda dengan istri pertama setelah anda 
sudah menikah dengan istri kedua anda? 
6. Alasan apa yang membuat Istri pertama anda menjadi bersikap tidak patuh 
lagi kepada anda? 
7. Menurut anda apakah social media mempengaruhi kehidupan rumah tangga 
anda? 
8. Bagaimana respon istri pertama kepada anda  saat melakukan anda berusaha 
member masukan kepada istri pertama anda? 
9. Selanjutnya, Langkah apa yang anda lakukan setelah kejadian itu? 
10. Hikmah apakah  yang dapat anda terapkan di kehidupan selanjutnya setelah 
banyaknya permasalahan dalam rumah tangga anda yang dialami selama ini? 
4) Jawaban dari pertanyaan di atas adalah sebagai berikut: 
1. Saya menikah dengan istri pertama itu pada tahun 2006. 
2. Kondisi rumah tangga saya pada mulanya itu baik-baik saja, tetapi ada sedikit 
masalah pekerjaan yang terkadang pekerjaan itu yang mempengaruhi ketidak 
harmonisan rumah tangga kami, tapi saya dan istri masih bisa mengontrol 
kondisi saat itu. 
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3. Istri pertama saya sebenarnya pernah mengandung 3 bulan, tetapi mengalami 
keguguran semenjak peristiwa itu istri saya tidak bisa lagi mengandung, saya 
dan istri sudah banyak melakukan berbagai cara agar kami bisa mempunyai 
anak, dimulai dengan pengobatan medis maupun non medis tapi tidak ada  
hasilnya. 
4. Sebenarnya saya sama sekali tidak berkeinginan menikah lagi, tetapi 
dikarenakan kondisi yang semula dapat saya kontrol menjadi semakin hari 
tidak dapat saya kontrol lagi, Istri saya mempunyai usaha yang awalnya baik-
baik saja tapi semakin hari usahanya itu semakin menurun dan terjadilah 
masalah-masalah yang kecil menjadi besar, memang saya sangat salut dengan 
istri saya yang sangat berjiwa bisnis dan mati-matian berusaha agar bisnisnya 
itu kembali lagi, tetapi disisi lain kewajiban dia sebagai istri tidak dipenuhi 
dan akhirnya saya sebagai suami pun tidak diperhatikan lagi karena istri saya 
yang sagat sibuk di luar dengan bisnisnya itu. Kehidupan rumah tangga kami 
pun mulai tidak terkontrol, bahkan istri saya mengabaikan saya dan 
mengabaikan kewajibannya seperti mencucikan pakaian saya, membersihkan 
rumah, tidak pernah memasakkan saya makanan, bahkan saking sibuknya dia 
dengan bisnisnya itu kewajibannya dialihkan kepada orang tua saya. Saya 
pernah mengatakan kepada istri saya,  sebanyak apapun harta yang kita cari di 
dunia kalau Allah tidak menghendaki pasti tidak akan jadi, kalaupun kamu 
(istri) sudah memiliki harta, kekayaan tapi kalau tidak ada keturunan, siapa 
yang akan mengambil alih dan meneruskan segala usaha?. Umur kita ini 
semakin lama akan semakin menua tapi belum juga di karuniai anak Sontak 
istri saya pun saat itu terdiam. Setelah kejadian itu beberapa bulan kemudian 
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saya memberitahukan ke istri saya bahwa saya ingin mempunyai anak dengan 
cara menikah lagi, saat itu saya bermaksud untuk meminta izin kepada istri 
saya dan istri pun mengizinkan saya untuk menikah lagi, tetapi istri saya 
mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan calon istri kedua saya setelah 
bertemu kami sepakat dan keluarga dari istri saya pun sepakat juga dan secara 
bersama kami pergi ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan izin tertulis. 
Setelah proses izin didapatkan, saya dan istri kedua melangsungkan 
pernikahan tetapi sebelum melangsungkan pernikahan saya mengatakan 
kepada istri pertama untuk tidak hadir di acara pernikahan kedua saya agar 
perasaannya terjaga, tetapi karena dari pihak keluarganya ada yang mengadu 
domba bahwa saya telah menikah diam-diam di belakang istri saya tanpa 
sepengetahuan sontak istri saya sempat marah Tetapi tidak berlangsung lama. 
5. Pernikahan kedua saya berjalan baik selama 3 bulan, hubungan istri pertama 
dan kedua berjalan baik dan tidak ada masalah, saya sebagai suami sering 
mengatakan kepada istri-istri saya, bahwa sebagai istri jangan pernah 
melupakan tugas dan kewajibannya  contohnya bila suami tidak member izin 
keluar rumah maka jangan dilakukan karena kalau tetap dilakukan tanpa 
seizin suami maka hukumnya menjadi haram. Tidak lama setelah rumah 
tangga saya dengan istri pertama dan kedua berjalan baik, istri pertama saya 
tiba-tiba bertingkah kurang baik, seperti yang saya bilang tadi bahwa haram 
hukumnya jika keluar rumah tanpa izin dari suami. Istri saya pun keluar 
bersama teman-temannya dalam rangka acara reuni. 
6. Istri saya menjadi tidak patuh kepada saya itu karena kata dia saya tidak 
berbuat adil kepada dia, tapi saya merasa bahwa saya telah berbuat adil 
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kepada istri-istri saya, Seandainya istri pertama saya menghormati saya 
sebagai suami dia tidak akan memberitahukan aib-aibnya ke keluarganya 
sendiri harusnya bisa dibicarakan baik-baik. 
7. Salah satu yang melatar belakangi istri saya bersikap tidak patuh itu karena 
pengaruh social media yang sangat tinggi, seperti yang saya katakan tadi 
mulanya istri saya keluar rumah tanpa izin dari saya untuk bertemu dengan 
teman-teman di acara reuninya, saling bertukar nomor kontak dan akun-akun 
social mereka, bahkan tidak peduli laki-laki lain pun dia saling telfon serta 
chatingan. Pengaruh social media kepada istri saya itu yang menjadi awal 
mula dari kehancuran rumah tangga saya dengan istri pertama, sehingga dia 
sampai berhubungan dengan laki-laki lain sedangkan statusnya sendiri masih 
istri sah saya. Saya pernah mengatakan kepada dia, bahka kamu (istri 
pertama) masih berstatus istri sah saya lalu kenapa kamu perkakukan saya 
seenak hatimu? Saat itu dia bilang bahwa dia bersikap begitu karena saya 
yang sudah menikah lagi, tapi kan saat itu dia sendiri yang memberikan izin 
kepada saya untuk menikah lagi dan saya menyampaikannya dengan cara baik 
sebelum menikahpun saya tidak pernah berhubungan diam-diam terhadap 
wanita lain. Perempuan itu tidak bisa di tebak perasaannya saat itu mungkin 
dia bisa menerima saya yang berkeinginan menikah lagi tapi karena pengaruh 
social media tadi yang sangat mempengaruhi istri pertama saya menjadi 
bersikap tidak patuh bahkan sampai berselingkuh di belakang saya. Hubungan 
mereka saja diam-diam dibelakang saya dan dia masih berstatus istri sah saya 
pada waktu itu. 
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8. Istri kedua saya pun sampai pernah mengatakan kalau saja dia (istri pertama)  
sejak awal tidak memberi izin kepada dia untuk menikah dengan saya pasti 
tidak akan ada peristiwa ini,  kamu (istri pertama) bersikap begini itu karena 
kamu tidak hargai suami, kondisi saat itu sangat tidak terkontrol sekali. 
9. Sebenarnya saya sangat menghargai dan menyayangi istri pertama saya, saya 
memberikan kebebasan kepada istri saya dengan syarat harus ada izin dari 
saya sebelum melakukan sesuatu. Tetapi makin hari sikapnya itu menjadi 
tidak patuh lagi kepada saya sehingga saya mengikuti keinginan dia untuk 
bercerai, saya mudahkan proses di Pengadilan Agama untuk kami berdua 
bercerai. Setelah sah bercerai. Mantan istri pertama saya menikah dengan 
laki-laki selingkuhannya saya pun dan istri kedua saya sampai sekarang masih 
bersama-sama.  
10. Dari kejadian ini banyak pelajaran yang dapat diambil bahwasanya Kewajiban 
seorang istri kepada suaminya itu yang diatas dari segala-galanya, bisa kita 
mencari harta dunia tetapi kalau Allah tidak meridhoi maka pasti tidak akan 
berhasil, sama dengan anak sekeras apapun usaha kita dalam memiliki 
keturunan bila allah tidak member pasti tidak akan diberikan. Dari sikap 
mantan istri pertama saya itu saya sangat terpukul karena dia tidak 
menghargai saya, dia yang dulu masih berstatus istri sah saya tega 
menghianati saya  dan mengambil langkah untuk berpisah karena ingin 
bersama orang lain itu sangat menyakitkan, tetapi saya mudahkan proses 
pengajuan dia di Pengadilan agar masalah itupun cepat selesai. Mantan istri 
saya pun menikah lagi pada tahun 2017 sehabis lebaran, Sekarang kehidupan 
rumah tangga saya dengan istri saya berjalan baik dan lancar,  istri kedua saya 
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sempat keguguran namun hamil lagi dan saat ini usia kandungannya sudah 
berjalan dua bulan.  Saran saya, jangan melakukan poligami jika tidak diberi 
izin oleh istri pertama, sama juga saat seorang istri ingin keluar dari 
rumahnnya tapi tidak diberi izin oleh suaminya maka jangan dilakukan. Bila 
tidak siap berpoligami maka jangan lakukan, karena tanggung jawabnya itu 
yang sangat berat. 
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E. Penyebab Terjadinya Poligami 
 Dari hasil penelitian melalui wawancara penulis menemukan beberapa 
penyebab yang menjadi masalah utama dalam penelitian penulis, diantaranya: 
1. Ingin mempunyai keturunan 
2. Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri 
F. Poligami Dan Dampaknya 
  Sebelum masuk kepersoalan Inpeach of polygamy, Penulis terlebih dahulu 
menyatakan tentang apa yang menjadi konsekuensi dari dibolehkannya poligami. 
 Ternyata dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Pasal 2, 
dinyatakan bahwa “Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum agama 
dan kepercayaannya masing-masing terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan dicatat 
menurut peraturan Undang-undang yang berlaku”. Maka pelanggaran terhadap pasal 
ini menimbulkan akibat hukum bagi suami istri, harta benda dan anak-anaknnya dan 
hal ini tidak boleh terjadi pada keluarga yang berpoligami.  
  Oleh karena agama telah mengatur dan membenarkannya, tentu saja melalui 
pertimbangan akan konsekuensi yang ada antara lain: 
a. Karena kaum pria itu produktif bisa menduakan sepanjang hidupnya, sementara 
kaum wanita terbatas kira-kira 5- tahun keatas. 
b. Karena kaum pria belum terpuaskan dengan satu istri saja, tetapi tidak mau 
menyalurkan dorongan seksnya pada yang bukan istrinya. 
c. Karena disetiap negara kaum wanita lebih banyak dari kaum pria. 
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d. Karena wanita kadang mengalamu haid lebih dari 10 hari dan nifas selama 40-
60 hari, belum lagi masa hamil tua yang harus dijaga. Maka saat-saat seperti 
inilah suami yang sedang menggelora hasrat seksualnya tetap diharamkan Allah 
untuk menggauli istrinya yang sedang haid atau nifas.  
e. Karena kaum pria mengharapkan keturunan yang tidak terputus. 
f. Karena poligami bisa memberikan keturunan sesuai anjuran Rasulullah saw.34 
1. Dampak Positif Poligami 
  Manusia diciptakan oleh Allah swt dilengkapi dengan nafsu birahi sebagai 
suatu kegiatan mendorongnya merasa terterik pada lawan jenisnya. Tanpa  Inner 
Power yang satu ini maka manusia tidak bisa mendapatkan keturunan. Hanya saja 
pelampiasan hasrat tersebut harus melalui aturan yang benar istri bebas berhubungan 
tanpa beban dosa sedikitpun. 
  Pola kebebasan ini jutru menggiring manusia kepada dosa dan bahkan 
kesengsaraan hidup. Bayi dibunuh, anak tanpa bapak, penyakit aids membawanya ke 
dalam penderitaan yang panjang, artinya mati. 
  Mengetahui suami yang Prostad, maka diberikan jalan keluar, jalan keluar itu 
dengan berpoligami sesuai syarat dan aturannya. Dibanding poligami, Monogami 
masih bisa memberikan peluang kemungkinan terjadinya penyelewengan oleh suami 
akibat nafsu libido yang tidak terpuaskan pada satu istri. Allah swt,berfirman dalam 
Q.S Al-Isra‟//17: 32 sebagai berikut: 
َ  َ   ََ  َ َ ََ َََ
                                                          
34
  Muhammad Al-Hamid, Islam Rahmat Bagi Wanita, (Cet. 1, Surabaya: Risalah Gusti, 
1992), h. 97.  
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Terjemahnya: 
 “dan janganlah kamu mendekati zina: (zina) itu sungguh Perbuatan 
keji, dan suatu jalan yang Buruk.35 
 
2. Dampak Negatif Poligami 
Secara umum dampak negatif dalam keluarga yang berpoligami adalah 
hubungan yang tidak harmonis. Faktor ketidak harmonisan ini terjadi karena beberapa 
hal antara lain penyelewengan terhadap tugas dan kewajiban setiap anggota keluarga 
seperti suami yang kurang peduli terhadap hak-hak setiap istri atau juga istri yang 
kurang setia dan taat pada suaminya.  
Watak para istri yang cemburuan juga memicu permasalahan. Seorang Istri 
menginginkan suami selalu bersamanya. Kemudian sifat inipun menular kepada 
anak-anak mereka. Perhatian dan kasih sayang seorang ayah sebenarnya sangat 
dibutuhkan sehingga terjadi tarik menarik antara anak-anak setiap istri. Maka 
persoalan yang kurang menyenangkan semakin bertambah, apalagi anak-anak 
masing-masing istri saling bermusuhan. 
Seorang suami yang berpoligami, terkadang melakukan pemaksaan terhadap 
istri yang ada agar diizinkan untuk menikah lagi. Tindakan suami yang seperti ini 
akan menyebabkan hubungan suami istri menjadi renggang, Kenikmatan hubungan 
intim suami istri pun seolah-olah terasa hambar.  
 Kemudian tidak ada keraguan lagi bahwa ketika islam mensyariatkan 
perkawinan dengan sistem poligami telah membawa hikmah dan manfaat berupa 
kemaslahatan umum, untuk kepentingan-kepentingan sosial dan individu yang 
semuanya bertujuan mengentaskan persoalan-persoalan sosial dan menyelamatkan 
                                                          
35
 Kementrian Agama RI, al-Qur'an dan terjemahnya, Edisi Revisi ( Jakarta: jatinegara-
jakarta: 2007), h. 286. 
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manusia dari kehancuran moral. Untuk lebih jelasnya akan penulis bahas dengan 
membatasi hikmah poligami pada hal-hal sebagai berikut: 
a. Manfaat Sosial 
Ketidak seimbangan jumlah kaum pria dan wanita akbat akibat perang dunia 
yang berkepanjangan, bencana alam dan wabah penyakit menyebabkan kematian 
lebih banyak pada kaum pria. Perjuangan Rasulullah saw. Melalui beberapa kali 
peperangan telah meminta korban jiwa dari kedua belah pihak pada akhirnya 
menyisahkan para janda dan anak-anak gadis yang tidak memiliki tempat 
perlindungan lagi.  Di bangsa Eropa terjadi dua kali perang dunia selama empat 
ratusan tahun dan menelan korban berjuta-juta kaum pria. Fenomena ini membuat 
kaum wanita dan para janda dengan segala kelemahannya bertambah menderita. Jiwa 
yang sepi, stres dan putus asa akibat kehilangan perlindungan suami. Maka untuk 
melepaskan penderitaan para wanita ini maka satu-satunya jalan adalah membolehkan 
laki-laki menambah istri (berpoligami). Hanya dengan jalan tersebut para wanita bisa 
mengharapkan tingkat korban pelanggaran seksual akan bisa diperkecil. Karena pada 
dasarnya semua wanita menginginkan perlindungan dan kasih sayang dari seorang 
laki-laki dan bukan untuk diperlakukan semena-mena. 
b. Manfaat Individu 
 Manfaat individu ini sebenarnya berdasar kepada kemaslahatan seseorang, 
Antara lain: 
c. Istri yang mandul, Istri yang tidak bisa memberikan keturunan akan terjadi 
masalah besar dalam rumah tangganya, karena suami menginginkan 
keturunan. Dalam kasus ini suami  memiliki pilihan apakah ingin bercerai atau 
menikah lagi dengan wanita lain atas persetujuan istri pertama. Bagi istri yang 
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terhormat maka dia akan merelakan suaminya berpoligami dari pada dirinya 
diceraikan. Karena perceraian itu adalah kehilangan dan pemutusan tanggung 
jawab. 
d. Istri yang berpenyakit kronis (tidak sembuh-sembuh) maka kasusnya sama 
seperti istri yang mandul. 
e. Suami yang bertugas jauh dalam waktu yang lama. Sementara anak dan istri 
tidak mungkin dibawa serta. Dalam kasus seperti ini seorang suami akan 
berhadapan dengan dua pilihan,  
a. Mungkin suami akan memuaskan kebutuhan biologisnya melalui hubungan 
yang tidak sah atau dengan wanita yang bukan istrinya,  
b. Dalam keadaan bertugas seperti itu suami akan menikah lagi. Maka pilihan 
kedua ini lebih terhormat dari pada kemungkinan suami akan berbuat zina.  
f. Jika seorang suami berseks tinggi, dalam keadaan ini mungkin seorang suami 
tidak puas ketika berhubungan dengan satu istri saja seperti istri yang sudah 
tua, lemah, dan istri yang sedang haid, nifas dan sedang mengandung tua. 
Pada saat seperti ini suami tidak bisa menahan lama-lama gejolak seksnya. 
Maka kemungkinan yang terjadi adalah suami yang berseks tinggi seperti ini 
lebih baik beristri lagi secara sah dari pada melakukan hubungan tanpa ikatan  
pernikahan. 
G.  Analisis  
Dari hasil penelitian, penulis menganalisis bahwa syarat-syarat yang harus 
dipenuhi seorang suami untuk mendapatkan izin poligami berdasarkan ketentuan 
Pasal 4 ayat (2) Undang-undang yaitu” 
1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri 
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2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan 
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 
Keberanian untuk mengaktualkan dan membatasi kebebasan poligami 
didasarkan atas alasan ketertiban umum. Lagi pula, jika diperhatikan ketentuan Surat 
Al-Nisa‟:3 derajat hukum poligami adalah kebolehan. Kebolehan inipun kalau 
ditelusuri sejarahnya tergantung pada situasi dan kondisi masa permulaan Islam. Pada 
pasal 55 KHI dinyatakan: 
1. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai 
empat orang isteri. 
2. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil 
terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. 
Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, 
suami dilarang beristeri lebih dari seorang. Lebih lanjut dalam KHI Pasal 56 
dijelaskan : 
1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari 
Pengadilan Agama. 
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata 
cara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 
1975. 
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa 
izin Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. 
Dari Pasal-pasal di atas, KHI sepertinya tidak berbeda dengan Undang-
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undang perkawinan. Kendatipun pada dasarnya Undang-undang perkawinan 
dan KHI mengambil prinsif monogami, namun sebenarnya peluang yang 
diberikan untuk poligami juga terbuka lebar. Pada pasal 57 dijelaskan: 
Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri 
lebih dari seorang apabila : 
a. Isteri tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri. 
b. Isteri endapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 
c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan. 
Tampak pada pasal 57 KHI di atas, Pengadilan Agama hanya memeberikan 
izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila terdapat alasan-
alasan sebagaimana disebut dalam Pasal 4 Undang-undang Perkawinan. Jadi pada 
dasarnya pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih 
dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 
Dalam Pasal 58 ayat (1) KHI menyebutkan : Selain syarat utama yang 
disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus 
pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1974. Selanjutnya pada Pasal 59 juga digambarkan betapa besarnya wewenang 
pengadilan agama dalam memberikan keizinan. Sehingga bagi isteri yang tidak mau 
memberi persetujuan kepada suaminya untuk berpoligami, persetujuan itu dapat 
diambil alih oleh Pengadilan Agama. Lebih lengkapnya bunyi Pasal tersebut sebagai 
berikut: “Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin 
untuk beristeri lebih dari satu orang” 
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 Berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 
57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memaksa 
dan mendengar isteri yang bersangkutan dipersidangkan Pengadilan Agama, dan 
terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. 
Masalah enggannya isteri memberikan persetujuan dapat saja terjadi kendatipun ada 
alasan yang digunakan suami seperti salah satu alasan yang terdapat pada Pasal 57. 
Namun tidak jelasnya ukuran alasan tersebut, contohnya, tuduhan suami bahwa 
isterinya tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri, si isteri dapat 
menyangkal bahwa ia telah melaksanakan tugas dengan baik, akibat tidak ada ukuran 
perdebatan bisa terjadi dan isteri tetap tidak mau memberikan persetujuannya.  
Dalam kasus ini, Pengadilan Agama dapat memberi penetapan keizinan 
tersebut. Tampak sekali posisi wanita sangat lemah. Kendati demikian, terlepas dari 
kritik yang muncul berkenaan dengan beberapa persoalan poligami, dari penjelasan di 
atas dapat disimpulkan bahwa perundang-undangan Perkawinan Indonesia tentang 
Poligami sebenarnya telah berusaha mengatur agar laki-laki yang melakuakn 
poligami adalah laki-laki yang benar-benar 
 (1) mampu secara ekonomi menghidupi dan mencukupi seluruh kebutuhan 
(sandang-pangan-papan) keluarga (Isteri-isteri dan anak-anak) serta, 
(2) mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya sehingga isteri-isteri dan 
anak-anak dari suami poligami tidak disia-siakan. Demikian juga perundang-
undangan indonesia terlihat berusaha menghargai isteri sebagai pasangan hidup 
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suami. Terbukti, bagi suami yang akan melaksanakan poligami, suami harus lebih 
dahulu mendapatkan persetujuan para isteri. 
Pada sisi lain peranan Pengadilan Agama untuk mengabsahkan praktik 
poligami menjadi sangat menentukan bahwan dapat dikatakan satu-satunya lembaga 
yang mempunyai otoritas untuk mengizinkan poligami. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian bab pembahasan tentang temuan penelitian terkait Tinjauan 
Hukum Islam tentang Dampak Poligami Terhadap Istri di Kabupaten Gowa (Studi 
Kasus 2016-2018),  maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Sekiranya harus kita ketahui terlebih dahulu perkawinan itu sendiri yang 
termuat dalam hukum perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara 
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada dasarnya prinsip perkawinan dalam islam 
adalah monogami (beristri satu), sehingga kalau pada akhirnya poligami 
diperbolehkan itu bukan berarti islamlah yang pertama kali 
memperbolehkannya melainkan telah memasyarakat pada bangsa-bangsa dan 
agama-agama terdahulu sebelum islam lahir. Berpoligami di perbolehkan bagi 
mereka yang mempunyai kesanggupan untuk berbuat adil. Pengecualian 
terhadap “adil” yang memperbolehkan berpoligami.  Makna adil yang 
dimaksud terletak pada persoalan yang hanya sanggup dilakukan oleh 
manusia, seperti pemberian rumah dan pembagian waktu yang sama, pakaian 
serta nafkah lahir batin.  
2. Faktor Penyebab Terjadinya Praktek Poligami di Kabupaten Gowa pada 
Dasarnya dikarenakan ingin mempunyai keturunan. 
3. Dalam Praktek Poligami di Kabupaten Gowa terkadang menimbulkan 
masalah pada rumah tangga dalam praktek poligami tersebut, diantaranya : 
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a. Hubungan Perkawinan tidak stabil. 
b. Kesehatan terganggu dikarenakan beban fikiran 
c. Kerawanan dalam membina rumah tangga yg terkadang berujung salah 
satu istri ingin diceraikan. 
B.  Implikasi 
      1.   Kepada yang melakukan Praktek Poligami dan Masyarakat Setempat : 
a. Agar kiranya dalam melakukan praktek poligami terlebih dahulu 
membicarakan kepada istri dan keluarga, apabila istri dan keluarga 
menyetujui dengan Alasan yang jelas Kemudian patuhilah aturan 
pemerintah tentang kompilasi hukum Islam pada pasal 40 peraturan 
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyebutkan “Apabila seorang suami 
bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan 
permohonan secara tertulis kepada pengadilan” setelah terpenuhinya 
segala prosedur dengan keputusan di pengadilan mengizinkan poligami 
berdasarkan pertimbangan maka berbuat Adillah dalam memenuhi 
kebutuhan jasmani dan rohani pada rumah tangga. 
b. Anggapan poligami sebagai sunnah Nabi saw, tidak dapat dijadikan 
patokan maupun contoh karena perkawinannya berisi misi perjuangan, 
politik, perlindungan, dan bukan karena seks semata. 
2. Kepada aparat pemerintah setempat; perlu adanya penyuluhan mengenai arti 
penting sebuah perkawinan agar antara suami istri benar-benar memahami 
hak-hak dan kewajibannya dalam sebuah rumah tangga demi terwujudnya 
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tujuan perkawinan meskipun itu keluarga yang berpoligami 
       Kepada masyarakat umum; sebaiknya menjauhi pernikahan poligami karena 
dilihat dari sisi realita, aspek negatif poligami pada masa kini lebih besar dari pada 
aspek positifnya. 
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LAMPIRAN 
A.  Gambar Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB 
5W + 1H merupakan sebuah singkatan yakni: 
1. Apa (What)? 
2. Siapa (Who)? 
3. Dimana (Where)? 
4. Kapan (When)? 
5. Mengapa (Why)? 
6. Bagaimana (How)? 
Penerapan 5W + 1H Pada Wawancara Penelitian : 
1. Apa yang melatar belakangi bapak untuk melakukan poligami? 
2. Selain istri anda, siapa lagi yang memberi dukungan kepada anda untuk 
melakukan poligami? 
3. Dimana anda tinggal Setelah anda menikah untuk yang kedua kalinya? 
4. Sejak kapan bapak berkeinginan untuk berpoligami? 
5. Mengapa anda ingin berpoligami sedangkan anda tahu bahwa berpoligami itu 
sangat  tidak mudah? 
6. Bagaimana kondisi rumah tangga bapak dengan istri pertama setelah anda  
menikah dengan istri kedua anda? 
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B. Wawancara Serta Pengarahan  bersama Hakim Pengadilan Agama 
Sungguminasa Kelas 1B,  bapak Najmi Fajri 
5W + 1H merupakan sebuah singkatan yakni: 
1. Apa (What)? 
2. Siapa (Who)? 
3. Dimana (Where)? 
4. Kapan (When)? 
5. Mengapa (Why)? 
6. Bagaimana (How)? 
Penerapan 5W + 1H Pada Wawancara Penelitian : 
1. Apa yang melatar belakangi bapak untuk melakukan poligami? 
2. Selain istri anda, siapa lagi yang memberi dukungan kepada anda untuk 
melakukan poligami? 
3. Dimana anda tinggal Setelah anda menikah untuk yang kedua kalinya? 
4. Sejak kapan bapak berkeinginan untuk berpoligami? 
5. Mengapa anda ingin berpoligami sedangkan anda tahu bahwa berpoligami itu 
sangat  tidak mudah? 
6. Bagaimana kondisi rumah tangga bapak dengan istri pertama setelah anda  
menikah dengan istri kedua anda? 
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C. Pengambilan Dokumen  oleh  Panitera Muda Hukum, Bapak  Agus Salim         
5W + 1H merupakan sebuah singkatan yakni: 
1. Apa (What)? 
2. Siapa (Who)? 
3. Dimana (Where)? 
4. Kapan (When)? 
5. Mengapa (Why)? 
6. Bagaimana (How)? 
Penerapan 5W + 1H Pada Wawancara Penelitian : 
1. Apa yang melatar belakangi bapak untuk melakukan poligami? 
2. Selain istri anda, siapa lagi yang member dukungan kepada anda untuk 
melakukan poligami? 
3. Dimana anda tinggal Setelah anda menikah untuk yang kedua kalinya? 
4. Sejak kapan bapak berkeinginan untuk berpoligami? 
5. Mengapa anda ingin berpoligami sedangkan anda tahu bahwa berpoligami itu 
sangat  tidak mudah? 
6. Bagaimana kondisi rumah tangga bapak dengan istri pertama setelah anda  
menikah dengan istri kedua anda? 
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